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DEWAN KEHORIUATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILIIN DAN KEHORMATAN PEI{YELENGGARA PEMILU,
Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan Nomor: 263-
P /L-DKPP /vrr/2org yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 242-pKa-DKPP /vlrr /2019, menjatuhkan putusan atas dugaan peranggaran Kode EtikPenyelenggara pemilu yang diajukan oleh:

I.
[1.1] PENGADU

Nama
Pekerjaan/Lembaga
Alamat

IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

Irham
Wartawan/Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat ( IJS )

17, Mamuju, Sulawesi BaratJl. Andi depu no.
Selanjutnya disebut sebagal

[1.2] TERADU
1. Nama

Jabatan
Alamat Kantor

TERIIADAP

Suryadi Rahmat
Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah
JI..Poros T\rmbu, Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Mamuju,
Sulawesi Barat

Teradu I;

Teradu II;

Pengadu;

Selanjutnya disebut sebagai__-______

2. Nama : Iyasrul

Selanjutnya disebut sebagai__--_--_-
3. Nama : Sampe Amtruddln

,]fatan : Anggota KpU Kabupaten Mamuju TengahAlamat Kantor : Jl. poros Ttrmbu, n""" fopoyo, Kec. Topoyo, Mamuju,
Sulawesi Barat

.]ltatan : Anggota KpU Kabupaten Mamuju Tengah
Alamat Kantor : Jl. poros. T\rmbu, Desa topoyo,'X.". Topoyo, Mamuju,

Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut sebagai_-__--_- ___-- Teradu III;4. Nama : .Iasmuddin
Jabatan : Anggota KpU Kabupaten Mamuju Tengah
Alamat Kantor : Jl..poros Ttrmbu, DLsa Topoyo, Kec. Topoyo, Mamuju,

Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut sebagai____-__-- --___ Teradu IV;5. Nama : Craluh Hhaadlni
Jabatan : Anggota KpU Kabupaten Mamuju Tengah
Alamat Kantor : Jl. 

-poros 
Tumbu, Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Mamuju,

Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut sebagai---___ _-_

Teradu I s.d Teradu V sellnjutnya disebut 
""t^g-------------:-- ;.:"f;*J:.,:,k
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[1,3] Membaca pengaduan pengadu;
Mendengar keterangan pengadu 

;

Mendengar jawaban para Teradu;
Mendengar Keterangan saksi;
Mendengar Keterangan pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
Pengadu dal para Teradu.

bukti yang diajukarr

II. DUDUKPERXARA

[2.U URAIAN PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu telah menyampaikan pengaduan tertulis kepada DKpp dengan
Pengaduan Nomor: 263'p /L-DKpp /v\/2org yang diregistrasi dengan perkara Nomor:
242-PKE-DKPP /wrrl2019, yang disampaika.n secara iisan da-lam sidaag DKpp dengan
uraian sebagai berikut,
1. XPU Mateng TldaL Menghapus DpI Ganda, Namua Merubah data Dpf;

Terhadap temuan Bawasru, terkait adanya Da-ftar pemilih retap (DpT) ganda, baik
NIK sama, atau nama sama dan alamat sama yang berjudJ sekrtar z.ooo ribujiwa. Namun KPU Mateng tidak metakukan penghapusan data ganda, tetapi
melalukan perubahan, karena kepentingan untuk meloloskan keluarla yang mqjudi pemilihan legislatif' pengadu menduga, Kpu Mateng tidarr merakukan
penghapusan NIK dan Nama gaada untuk menguntungkan keluarga komisioner
yang maju di pileg. sebagaimana diketahui, Ketua KpU Mateng, suryadi Rahmat,
memiLiki saudara yang maju di pileg yaitu caleg partai Amanat Nasional (pAN)
Nomor Urut r Daerah pemilihan 3, meliputi Kecamatan Budong-budong dan
Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, atas nama Fatahuddin Al-galiqili.Motif penggelembungan Dpl menjadi permainan penyelenggara, agar suratpanggilan memilih, bisa diarahkan untuk orang tertentu, sehingga memilih orangyarg diinginkan.
Bukan hanya itu, Komisioner Kpu Mateng lainnya, Nasrul juga memiliki saudarayang maju sebagai careg dari partai Kebangkitan Bangsa, Atas Nama Nasrullah.Kedua Saudara Komisioner (Fatahuddin dan Nasrurlah) tersebut terpilih sebagaianggota DPRD Mateng periode 2olg-2o24, dengaa prorehan suara yarrg tidakwajar' Apalagi, Nasrullah merupakan pegawai BRI dari Kabupaten Mai"rr., yurrgberada cukup jauh dari Mamqju renlal, narnun menperoleh suara cukupsignifftan.
Kronologis: Berdasarkan hasil rapat pleno penetapan tertanggal 11 April 201g,masih ditemukan Dpr yang ditengarai ganda, namun telah diubah NIK ataunamanya, sehingga tidak terbaca ganda pada hasil input data di server Kpumaupun Bawaslu. Kasus ini hampir menyebar di sejumlah rpS. Misalnya, Tps oo2Desa Lumu, Kecamatan Budong-budong, pada Nomor DpI 97 dan 9g, telah
dilakukan perubaharr sehingga NIK dan Nama tidak lagi sama. Nama Abdul Karim
dan Abdul Rahman dilakukan perubahan oleh Ketua Kpu bersama staf, (Bukti
terlampir). Begitupun pada TpS 001 Desa Lumu Kecamatan Budong-budong, pada
Nomor DPT 237 dan 238 atas nama Nur Afcni R dan Nur Afcya R yang diubah oleh
Ketua KPU, Suryadi Rahmat. Begitupun yang terjadi di TpS 017 Desa Topoyo
kecamatan Topoyo. Nomor Dpr 43 dan 44 atas rrama Hendra Rusdi dan Hendri
Rusdi, tidak dihapus dare dilakukan perubahan.
Kejadian y€rng sama juga terjadi di rps oo3 Desa Topoyo Kecamataa Topoyo. Dpr
nomor urut 55 dan 56 atas nama zulfikar Maulana dan surfikar Maulana yang
tidal< dihapus, namun NIK ya',g bersangkutan d akukan perubahan, atas perintah
Ketua KPU (Bulrti DPT yang telah diubah dan rekaman perintah Ketua Kpu .

Mateng, Terlampir). Ketua KpU, Suryadi Rahmat dengan sengaja meminta kepada
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staf, untuk merubah NIK dan Nama serta data ganda, untuk mengelabui sistem
komputer sehingga data tersebut tidak terbaca ganda.
Atas kejadian tersebut, Pengadu mengharap DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan
terhadap semua Komisioner KPU Mateng, karena secara bersama-sama melakukan
manipulasi data NIK dan Nama Warga negara. Larangan dimaksud sesuai Pasal 77
dan Pasal 94, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2O06 tentang Administarsi Kependudukan.
Pasal 77
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau
melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/ atau elemen data Penduduk
Pasal 94
Setiap orang yang memerintahkan dan/ atau memfasilitasi dan/ atau melakukan
manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana
dimaksud da-iam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/ atau denda paiing banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah).

2. KPU Mateng Menghllangkaa IIak Suara Tlarga Negara;
Komisioner KPU Mateng dengan sengaja melakukan intimidasi terhadap PPK

Kecamatan Topoyo untuk menghilangkan 2 suara di TPS 02 Desa Topoyo, karena
terdapat selisih hasil pengguna surat suara. Padahal, da-1am bukti jumlah warga
yang hadir saat pemilu 17 April, terdaftar 242 warga yang hadir di TPS, (197
pengguna surat panggilan dan 45 penggtrna KTP), nalnun menaadatangani daJtar
hadir sebanyak 241 orang. Anehnya, pengguna surat suara di kotak suara nomor 4
(kotak suara ditingkat kabupaten) hanya ditetapkan 239 suara. PPK dipaksa
membuat Berita Acara Nomor 014/BA/PPK-TPY/N/2019, (Terlampir) yang pada
intinya mengesahkan penggunaan surat suara sebanyak 239 (terdiri dari 228
suara sah dan 11 suara tidak sah).
Padahal, jumlah surat suara yang digunakm untuk DPRD Kabupaten, sebanyak
241. Akibat kejadian ini, dua Partai dirugikan yakni Partai Demokrat dar Partai
Golkar karena kekurangan suara masing-masing 1 suara. Bersama ini, Pengadu
lampirkan data DAAI (Perhitungan tingkat TPS), DAl (perhitungan tingkat desa),
DB1 (perhitungan tingkat Kecamatan). Semua dokumen tersebut terlampir dalam
laporan ini.
Pasal 510 UU Pemilu
" Setiap orang gang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehitangan hak
pilihnga dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).'
KPU Mateng melakukan Pelanggaral Administrasi

3. XPU Mateng melakukan Pelanggaran Admlnlstrasl;
A. Perubahan Susuaen PPS Tldak Sesual Prosedur

KPU Mamuju Tengah diduga melakukan pelanggaran administrasi terkait
pengangkatan Anggota Panitia Pemungutafl suara (PPS) dafam penyelenggaraan
pemilu 17 April 2019. Awalnya, Ketua KPU Mateng, Suryadi Rahmat
menerbitkan SK nomor: 13/HK-03- 1-Kpt/7606/ Kpu-Kab/lII/2018 tertanggal 9

Maret 2018 yang mengangkat PPK di Desa Lebah Hada Kecamatan Budong-
budong, atas nama Abdul rahman, Aser dan Marten Tandilalgi. Ketua KPU

Mateng, kemudian melakukan perga-ntian secara sepihak Marten Taadilangi.
Sebagai penggantinya, ditunjuk Indraswari taapa melalui proses perekrutan
dan seleksi sesuai aturan. Bahkan, Indraswari bertanda tangan dalam
dokumen daftar pemilih hasil perbaikal pada Berita Acara nomor: 06 /
BA/PPS/DS.LHD /Xt/2O18 tertanggal 11 November 2018. Kemudian KPV

Mateng kembali melakukan perubahan SK, dengan menerbitkan SK Nomor :
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03/HK.O3.1-Kpt/7606/Kpu-Kab lll2ol9 tertanggal 2 Januari 2O19 yang
mengangkat Abdul Rahman, Aser dan Sinar Alam.
Pasal 47

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat darr memberhentikan Anggota PPS

sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 12 ayat (1).
(2) Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

KPU/ KIP Kabupaten/ Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi: a.
mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS; b. menerima pendaftaran calon
PPS; c. melakukan penelitiarr administrasi calon anggota PPS; d. melakukan
seleksi tertulis calon anggota PPS; e. melakukan wawancara calon anggota PPS;

dan f. pengu.muman hasil seleksi calon anggota PPS.

B. Pengangkatatr PPK dan PPS Ganda
KPU Kabupaten Mamuju Tengah membuat Surat Keputusan penetapan dan
penggangkatan perangkat pemilu yakni petugas Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) atas nama ARMAN BAHARUDDIN. ya"ng bertugas di PPK Kecamatan
Pangale sesuai SK, Nomor : 02lHK .03.1-kpt/76O6 /Kpu-Kab/1l2ol9 tertanggal
2 Januari 2019. Selanjutnya KPU Mateng juga membuat Surat Keputusan
Penetapaa dan Pengakatarr Panitia Pemungutan Suara (PPS), SK Nomor :

03/HK .03.1-kpt/7606 /Kptt-Kab ll/2019 yang bertugas di PPS Desa Sartana
Maju Kecamatan Pangale atas nama Arman Baharuddin.
Hal tersebut melanggar, Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) Nomor 36
tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratura:r KPU Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraair Pemilu.
Pasal 5
(1) PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan.
(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota
kecamatan.
Pasal 11

(1) PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemiiu di kelurahan/desa atau
nama lain.
(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kelurahan/desa
atau nama lain.
Untuk Itu, Pengadu mengharap DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap
semua Komisioner KPU Mateng, karena secara bersama-sama melakukan
pelanggaran, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
(DKPP) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 fentang, Kode Etik Dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun pelanggaran etik
tersebut, tertuang dalam pasal sbb:
- Pasal 2 Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan

tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelerrggara Pemilu dengan
berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta
sumpah/janji j abatan.

- Pasal 6 ayat l2l Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada prinsip: Huruf C. adil maknarya dalam
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala

sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.

Pasal 7 ayat (1),

Pasal 8 huruf a, dan c,
Pasal t huruf a,
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Pasal 10 huruf a,b,c
Pasal 12,
Pasal 15 huruf d,
Pasal 17 huruf b.

lz.zlPE, rTrrM PTNGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai

berikut:
1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilu;
3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,

mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.3] BUKTr PENGN)U
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-

... sebagai berikut:

1. P-l

DPT Ganda tidak dihapus,namun diubah di TPS 002 Desa
Lumu;
DPT Ganda tidak dihapus,narnun diubah di TPS 001 Desa
Lumu;
DPT Ganda tidak dihapus,namun diubatr di TPS 017 Desa
Topoyo;
DPT Ganda tidak dihapus,namun diubah di TPS 003 Desa
Topoyo;
CD Rekaman Ketua KPU Mateng yang meminta staf tidak
menghapus DPT Ganda, Namun merubah Nama dan NIK agar
tidak terbaca ganda di DPT;
Dokumen Cl- DPRD Kabupaten di TPS 02 Desa Topoyo yang tidak
singkron antara pengguna surat Suara dan pengguna hak Pitih;
Berita Acara nomor : 014 I B.AI PPK-TPY/IV I 2Ol9
Berita Acara nomor : 015 I BAI PPK-TPY/IV I 2019
Berita Acara PPK, Partai Politik dan panwascarn tertanggal 3 mei
2019.
Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Topoyo (197 orang)
Daftar Hadir Pemilih khusus (DPK) di TPS 02 Desa Topoyo (45

orang)
Bersama ini, Pengadu lampirkan data DAA1 (Perhitungan tingkat
TPS)
DA 1 (perhitungantinglat desa)
DBl (perhitungan tingkat kecamatan).
Dokumen SK nomor: 13 / HK-03-1-Kptl76O6/Kpu-Kab lll[l2}lS
tertanggal 9 maret 2018
berita acara nomor : 06 / BAIPPS/DS.LHD l){'|2018 tertanggal 11

November 2018
SK Nomor : 03/HK.03. 1-Kpt/ 7606 I Kpu-Kab /l I 2O19 tertanggal 2

Januari 2019.
SK Nomor : 03 / HK.O 3. L -Kpt I 7606 / Kpu-Kab I I I 20 1 9 tertanggal 2

Januari 2OI9 tentang penatapan dan pengangkatan PPK atas
narna ARMAN BAHARUDDIN yang bertugas di PPK Pangale. ,:, b

2 P-2

3 P-3
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SK Nomor : 03/HK .03.l-kpt/7606 lKpu-Kabl1l2019 tetanggal 2
Januari 20 19 tetang penetapan dan pengangkatan PPS yang

bertugas di PPS Desa Sartana Mqlu Kecamatan Pangale atas

nama ARMAN BAHARUDDIN.
Berita Acara Nomor : OO 1/ /BA/PPK-PNG/III 2019 tertangga-1 17

februari 20 19, tentang hasil rapat pieno terbuka rekapitulasi
Daftar Pemilih Tamabhan (DPTb) dimana ARMAN BAHARUDDIN

bertandatangan sebagai PPK Pangale.

Dokumen rekakapan pemilih tambahan Kecamatan palgale
(model A.4.2.KPU) tertanggal 17 februari 2Ol9 yang

ditandatangani ARMAN BAHARUDDIN.

[2.4] SAKSr PENGADU
Bahwa untuk membulrtikan dalil-dalileya, Pengadu mengajukan Saksi, yakni:

Fendrl S. ($rasta)
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa

mendapat bukti rekaman suara dari staf KPU Kabupaten Mamuju Tengah atas nama

TUti. Bahwa Saksi menjelaskan ba-hwa bukti rekaman suara adalah suara asli dari
Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah.

[2.5] I{ESIUPULAN PENGADU
Setelah sidang pemeriksaan digelar, Pengadu memberikan kesimpulan bahwa teradu
memlai laporan Pengadu error in persona karena status pengadu tidak jelas, maka
dengan ini Pengadu menyampaikan bahwa secara kelembagaaa Pengadu memiliki legal

standing sebagaimana terlampir dalam lampiran dokumen laporan Pengadu Nomor :

001/LPIIJS-SULBAR lvlll2Ol9 tertanggal 19 Juli 2019 (Identitas Pelapor).

Selanjutnya, IJS Sutbar merupakan perkumpulan jurnalis, yang kehadirnnya bukan
hanya mengadvokasi jurnalis, namun juga mengadvokasi masyarakat yang

membutuhkan bantual.
Bahwa Teradu, (IRHAM) sebagai pengadu adalah masyarat sekaligus pemilih, yang
terdaftar dalam DPT di TPS 026 Karema Mamuju Sulbar, sehingga memiliki kewajiban
sebagai salah satu unsur yang memenuhi persyaratan sebagai pengadu sebagaiman
diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun
2019 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik.
Bahwa jawaban para pengadu adalah mengada-ada, untuk mengalihkan isu yang
menjadi fokus permasalahan yang Pengadu ajukan. Pengadu menilai, teradu sangat
panik, sehingga sengaja mengalihkan pokok perkara diluar subtansi yang semestinya

menjadi pembahasan dalam perkara ini.
1. Kpu Meteng Tldak menghapus DPT Ganda.

Jawaban Teradu tentang mekani.sme dan tahapan yang dijalankan telah sesuar

aturan dan mendapatkaa pengawasan dari Bawaslu, perlu dipertanyakan. Sebab,

teradu dalam hal ini Ketua KPU Mateng, Suryadi rahmat, patut diduga telah
melakukan utak-atik terhadap DPT sehirrgga tidak terbaca ganda. Beradasarkan isi
rekaman percakapan Ketua KPU Mateng, Suryadi rahmat dan Staf KPU mateng,

yang pada intinya tidak menghapus DPT Ganda, sebagaiman yang tertuang dalam

rekaman yang Pengadu ajukan sebagai barang bukti, sebagai berikut :

a. Pada rekaman yang Pengadu ajukan, patut diduga Ketua KPU, Suryadi rahmat
yang langsung memberikan intruksi, dan tnengajari staf cara merubah data
pemilu di aplikasi komputer. ,*
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b. Pada Rekaman yang Pengadu ajukan, khususnya menit ke-2 lewat 10 detik
secara nyata memerintahkan merubah satu huruf jika ditemukan DPT Ganda.

c. Pada Rekaman yang Pengadu ajukan, pada menit ke-2 lewat 5 1 detik, ketua
KPU Mateng memerintahkan kepada staf untuk merubah NIK ganda, misalnya
mengganti O01 me4jadi 004.

d. Pada rekaman yang Pengadu ajukan, ketua kpu mateng, pada rekaman menit
ke 3 lewat 2 detik, ketua kpu mateng secara gamlang memerintahkan kepada
staf untuk merubah DPT ganda, misalnya nama NETIJ, diganti menjadi NETY -
Y-

e. Pada rekama:r yang Pengadu ajukan, menit ke 3 lewat 35 detik, Ketua KPU
mateng mengaku perubahan data tidak akan bermasalah, sepanjang tidak ada
staf yang membocorkan masalah tersebut. (Nada suara mengancam)

f. Pada rekaman yang Pengadu ajukaa, khususnya menit ke-10 lewat 52 detik,
Ketua KPU mateng dengan jelas mengatakan data yang ganda, tidak perlu
dihapus karena tujuannya memang mau merubah saja, supaya tidak terdeteksi
ganda oleh SIDALI.

Selanjutnya, dalam persidangan DKPP di KPU Sulbar pada Hari Senin tatggal 2
september 2019, Ketua KPU Mateng, Suryadi Rahmat mengakui jika suara yang
ada dalam rekaman adalah suaranya. Namun, Suryadi menilai pembicaJaan yang
ada dalam rekamaa adalah obrolan biasa. Tetapi, Pengadu menduga, kejadian
tersebut saat input data perbaikan atas DPf ganda, berdasarkan rekomendasi
bawaslu yang di Kantor KPU mateng Jikapun itu dilakukaa hanya sebatas
obrolan biasa, namun patut diduga obrolan yang bersangkutan adalah mentpanan
obrolan kejahatan yang luar biasa, yang masuk kategori terstuktur sistematis dan
masif (TSM).

2. Kpu IUateEg menghltrangkan Hak Suara warga Negara
Bahwa teradu beralasan, materi perkara yang Pengadu adukan terkait tindakal
teradu yang mengurangi hak suara warga negara deri 241 pengguna surat suara
menjadi 239, telah memiliki kekuatan hukum di Mahkamah Konstitusi. Maka
Pengadu menilai KPU mateng, terkesan Cuci tangan. Hal ini dikuatkan dengan
jawaban salah satu komisioner KPU Mateng (Galuh prihandini ) yang dibuat
terpisah, dengan mengatakan, tidak bertandatangan dalam dokumen berita acara
perubahan hasil perhitungan surat suara saat rapat pleno di tingkat Kabupaten,
karena mengetahui ada pengurangafl peflgguna hak pilih sebanyak 2 pemilih
(Bukti T-10). Bahkan, dalam lampiran bukti yang diajukan Galuh prihandini (Bukti
T-il) terdapat percakapaa tanggal 12 Juli 2019, dengan salah Seorang ppK
bemama Sitti Umrah yang mengatakan tidak menyangka ketua KPU Mateng akarr
te{un langsung merubah data di TPS 2 Topoyo.
Bahwa Pengadu menduga, tindakan empat komisioner (Suryadi Rahmat, Nasrul,
Sampe Amiruddin, dan Jasmuddin) yang mengesahkan perubahan jumlah pemilih
dan 241 menjadi 239 sengaja dilakukan, agar tidak terdeteksi merah di data server
KPU provinsi, saat dilakukan rapat pleno penetapan hasil pemilu. Untuk itu,
Pengadu menilai hasil putusan di Mahkamah Konstitusi yang dilampirkan teradu,
adalah hasil terkait selisih hasi-l perhitungan suara. Tetapi, dalam perkara ini,
Pengadu mengadukan kesa-lahan administrasi yalg berdampak pada pelanggaran
kode etik dan pelaaggaran pidana pemilu, berupa pelaaggaran membah jumiah
hak pilih, sebagaimana DILARANG dalam pasal 510 undarrg-undarrg nomor 7
tahun 20 17 tentang pemilu.

3. KPU Mateftg melt:kuka:n lrelrrnggo:ro:n adnlnlstrasl
A. Pentbr:,han susunan PPS ttdak sesual prosedur

Daiam persidangan DKPP di KPU Sulbar pada Hari Senin tanggal 2 September
2019, Ketua KPU Mateng, Suryadi Rahmat mengaku tidak mengetahui adanya

*
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n.rma Indraswari. Bahkan, tidak mengetahui kalau yang bersangkutan ikut
bertandatangan dalam berita acara acara nomor : 06/
BA/PPS/DS.LHD/XII2018 tertanggal 11 November 2018. Pengadu Menilai,
Ketua KPU Mamuju tengah terkesan cuci tangan, karena berdasarkan
investigasi yang Pengadu lakukan, indraswari ditunjuk langsung ketua KPU
Mateng, Suryadi Rahmat untuk mengganti Marten Tandilangi. Karena patut
diduga, Marten tidak dapat diatur, sehingga dibuatkan alasan yang
bersangkutan tidak menjalankan tugas. Namun, dalam perjalanannya karena
diduga mengetahui konsekuensi hukum, karena indraswari tidak melalui
perekrutan, maka dilakukan pengangkatan Sinar Alam. Tetapi, INDRASWARI
telah bertandatangar dalam berita acara, sehingga patut diduga menjadi
pelanggaran kode etik penyelenggara. Sekedar diketahui, wilayah desa lemba
hada, berada di Kecamatar Budong-budong, merupakan wilayah yang sulit
dijangkau, karena berada di belakang perkebunan sawit milik perusahaan Pf
Surya Raya Lestari 2, dan memiliki TPS yang berpotensi menjadi tempat
permainan penyelenggara.

B. Pengaagkatan PPK dan PPS gaada
Teradu berdalih, telah melakukan pergantian terhadap PPS Desa Sartana Maju,
yang sebelumnya Arman Baharuddin, diganti oleh Emi Surijar, dengan
dibuktikan pembayaraa uang honorarium bulan Januari. Naflun Pengadu
menduga ada perbedaan data dan bukti yang Pengadu ajukan dengan bukti
yang diajukan teradu. Bahkan, ditanggal yang sama, diketahui ada surat yang
sama, yakni 2 surat keputusan yang diterbitkan pada tanggal yang sarna.
Pengadu mengajukan bukti SK Nomor : 03/HK .03.1-kpt/7606/ Kpu-
Kab /Il2Ol9 tertangga-l 2 Januari 2019, di tetapkan di Topoyo, terdapat nama
Armaa Baharuddin, yang juga merupakan PPK Kecamatan Pangale. Namun
anehnya, dalam bukti yang diajukan KPU Mateng tertanggat 2 Jarrtari 2019
Nomor SK: 03/HK .03. 1-kpt/7606/Kpu-Kab/l/2O19 tentang penetapan dan
pengangkatan anggota PPS terdapat nama Erni Surijar dan ditetapkan di
kecamatan Tobadak.
Bahwa Pengadu menduga, diterbitkan SK baru, untuk mengelabui data yang
Pengadu ajukafl, karena terbukti secara sah dan meyakinkan, saudara Arman
Baharuddin terdaftar sebagai penyelenggara di tingkat PPK Paagale dan pps di
Wilayah Desa Sartana Maju.

Kesimpulan:
Atas berbagai pelanggaran yang dilakukan komisioner KPU Mateng, secara bersama-
sama sesuai yang dilarang dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (DKPP) Republik indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tentang, Kode Etik
Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemitihan Umum. Utamanya, pasal 2, Pasal 6
ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, dan c, Pasal t huruf a, Pasal 10 huruf a,b,c
Pasal 12, Pasal 15 hurufd, dan Pasal 17 huruf b.

[2.6] PENTIELASAN DAN POKOK.TAWABAN PARA TERADU
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan
dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:
I. TENTANGEKSEPSI:
1. Bahwa Para Teradu menyatakan menolak seluruh materi aduan pengadu, kecuali

terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya serta tidak
merugikaa kepentingan hukum Para Teradu;

2. Bahwa sebagaian materi pengaduan pengadu adalah nebis in idem alasannya
adalah Pokok Pengaduan poin 2 Pengadu adalah materi yang telag pernah diputus
oleh Matrkamah Konstitusi atas laporan daii Partai Hanura dengan nomor perkara:

*
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38-13-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 Tanggal 6 Agustus 2019 dengan amar
putusan berbunyi: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok
Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,

3. Bahwa Pengaduan Pengadu adalah error in persona alasannl/a adalah status
Pengadu tidak jelas sebagaimana diatur pada Peraturan Dewan Kehormatal
Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum Pasa.l 1 poin 28 berbunyi Pengaduan dan/atau Laporan adalah
pemberitahuan adanya dugaan pelanggaraa Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang
diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye,
masyarakat, pemilih, dan Rekomendasi DPR.
Bahwa jika diurai pihak mana yang mempunyai legal standing dalam mengajukan
pengaduan ada-lah:
1. Penyelenggara Pemilu;
2. Peserta Pemilu;
3. Tim Kampaye;
4. Masyarakat;
5. Pemilih; dan
6. Rekomendasi Masyarakat.
Bahwa dengan melihat identitas Pengadu sebagaimana terdapat dalam surat
aduannya yang bersangkutan nyata membawakan lembaga Ikatan Jumalis
Sulawesi Barat dengan pekedaan wartawan. Sementara menurut ketentuan
peraturan perundang undangan sebagaimana yang telah Para Teradu sampaikaa
pihak yang dapat mengajukan pengaduan pihak-pihak yang telah ditentukan oleh
peraturan perundang-undangal tersebut.
Bahwa hemat Para Teradu kepentingan lembaga tidak dapat dimaknai sebagai
kepentingan pribadi dalam hal ini kepentingan masyarakat dan kepentingan
sebagai pemilih, arti kata adalah jika memang yang bersangkutan mengajukan
pengaduaa atasnama masyarakat darr atau pemilih tidak perlu riengatasnamakan
organisasi;

4. Berdasarkan hal-hal dan kenyataan yang dikemukakan oleh Para Teradu da_1am

bagian eksepsi ini, adalah kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk
menyatakan aduan pengadu tidak dapat diterima (Niet Ontvarklijk verklaard);

5. Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat iain, maka:

U. TENTANGPOKOKADUAN:
1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan Para

Teradu, maka eksepsi dan jawaban pokok aduan merupakal satu kesatuan yang
tidak terpisahkan;

2. Bahwa membaca, memahami dan mencermati isi dan materi aduan pengadu, maka
Para Teradu menganggap aduan Pengadu adalah mengada-ada, sangat terkesan
tendensius dal ditengarai telah melakukan kerjasama oknum interna.l KPU
Kabupaten Mamuju Tengah yarlg sengaja menyerang dengan maksud menjatuhkan
kredibilitas KPU dan ini sangat membahayakan eksistensi KPU Kabupaten Mamuju
Tengah itu sendiri sebagai penyelenggara Pemilu yang telah bekerja keras
menyukseskal pesta demokrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.
Bahwa Para Teradu berkomitmen dan berupaya untuk mencari tahu pihak-pihak
yang telah melakukaa hal tersebut dan jika memang ada dan dianggap cukup
bukti maka pihak tersebutlah yang justru pelarlggar kode etik penyenggara pemilu
tingkat berat;
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3. Bahwa selanjutnya Para Teradu akan rnemberikan jawaban sekaitan beberapa
pokok pengaduan Pengadu sebagai berikut:
Pokok pengaduan Poln 1:

Bahwa dalam pokok pengaduan Pengadu poin 1 mendalilkan Para Teradu tidak
menghapus DPT Ganda setelah adanya temuan Bawaslu Kabupaten Mamuju
Tengah dengan Temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda baik NIK sama atau
narna safira dan alamat sama berjumlah sekitar 7000 jiwa. Diduga Para Teradu

tidak melakukan penghapusan data ganda demi kepentingan untuk meloloskan

salah satu keluarga dari Teradu I atas narna Fatahuddin Al-Gafiqih dari Partai

Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 3 dan Saudara dari Teradu

II atas narna Nasrullah dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Bahwa untuk menanggapi pengaduan Pengadu tersebut, maka Para Teradu akan
memaparkan tahapan-tahapan pemutahiran data pemilih yang telah dilakukan
oleh Para Teradu untuk memastikan bahwa pengaduan Pengadu sama sekali tidak
benar dan mengada-ada. Adapun tahapan-tatrapan yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
A. Pemutakhiran Data Pemilih

Sebelum dilakukan pemiliharr umum tanggal 17 April 2019, KPU Kabupaten
Mamuju Tengah melakukan beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu,
termasuk diantaranya adalah pemutakhiran data pemilih sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan PKPU 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Negeri.
Selain Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kabupaten Mamuju Tengah juga telah
malakukan pendataan terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK), yaitu pemilih
yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPI dan DPTb.
Pemilih DPK ini bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara
di TPS sesuai alamat KTP-el dengan menunjukkan KTP-el kepada anggota
KPPS.
Berdasarkan PKPU 11 tahun 2OL8 pasal 57 ayat 2, KPU Kabupaten yang
melaksanakan Pemilu 2018 menJrusun DPS Pemilu 2Ol9 dengan
menjumlahkan Daftar Pemilih Tetap terakhir ditambah dengan Pemilih Pemula
dalam DP4.

B. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Berdasarkan PKPU No. 11 Tahun 2OL7 pasal 9 ayat 3 bahwa jumlah pemilih
dalam satu TPS paling banyak 300 pemilih, maka Para Teradu membagi TPS

berdasarkan masukan PPK sesuai dengan kondisi geografis dan jarak tempuh
di setiap kecamatan maka TPS di KabupatenMamuju Tengah yang sebelumnya
250 TPS bertambah menjadi 350 TPS.
Bahwa tahapan Pemilihan Umum 20L9 tidak ada lagi petugas Pemutahiran
Data Pemilih, maka PKPU 11 tahun 2018 menegaskarr bahwa Daftar Pemiiih
Tetap (DPT) terakhir ditambah Pemilih Pemula menjadi Daftar pemilih
Sementara (DPS) PemilihanUmum 2019.

Adapun perirrcian dalam tabel sebagai berikut :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2OI9
OLEH KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

MODEL A.1.1. KPUKABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: MAMUJU TENGAH
: SULAWESI BARAT

*
H TPS L P L+P
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4.7t7 4.543 9.2602 PAI.IGALE 9 46

9.823 20.46815 84 10.6453 TOPOYO

7.342 15.25369 7.9t14 KAROSSA 1l

16.9538.923 8.030TOBADAK 8 775

11 74
8.481 8.O22 16.503

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kabupaten Mamuju Tengah tanggal tanggal 17

Juni 2018 masih terdapat pemilih potensiai non KTP-EI sebanyak 16.422.

pemilih tersebut tidak bisa dimasukkan sebagai daftar pemilih karena belum

memiliki KTP-EI sebagai syarat untuk dapat memilih.
Adapun rinciannya sebagaimana tabei berikut :

RINCIAN PEMILIH POTENSIAL NON KTP-EL
MODEL A.C.3-KPU

C. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Bahwa untuk memaksimalkan validitas dan keakuratan daftar pemilih, KPU

Kabupaten Mamuju Tengah selanjutnya rnemberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk memberikan rnasukan dan tanggaparr terhadap Daftar
Pemilih Sementara. Selama proses tahapan ini berjalan, banyak tanggapan dan
masukan dari masyarakat sehingga Daftar Pemilih ini mengalami perubahan

dan dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal

22 Juli2OL8, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:
REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2OL9

OLEH KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BUDONG-
BUDONG

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

i

: MAMUJU TENGAH
: SULAWESI BARAT

MODEL A.2.1. KPU

*

2l1474 1113 10011 BUDONG-BUDONG 11

46 2569 2227 47962 PANGAI-E 9

264915 84 1371 t2783 TOPOYO

11 69 2547 2329 48764 KAROSSA

t9875 TOBADAK 8 77 1 033 954

L P L+P
KET

TPS
t\\-,

74 7.593 6.869 14,4621 BUDONG.BUDONG 11

3.979 8.0619 46 4.O82o PANGALE

15 84 8.863 8.396 t7.2593 TOPOYO

10,8834 KAROSSA 11 69 5.619 5.264
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KECAMATAN
JUMLAH

TPS

MLAH 37.769 78.4684 350

JUMLAH
DESA

KECAMATAN



5 TOBADAK 8 77 8.025 7.122 I 5. 147

Bahwa memperhatikan tabel tersebut diatas terjadi kenaikan jumiah pemilih

sebanyak L2.656 dari DPS menuju DPSHP yaitu pengurangan pemilih dari
78.468 menjadi 65.812, terjadi pengurangan sejumlah 12.656 pemilih. Dari
tabel diatas terlihat disetiap kecamatan terjadi Pengurangan pemilih.

D. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa setelah pengumuman DPSHP, daftar pemilih mengalami beberapa
perbaikan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal Daftar Pemilih Tetap

(DPT) tingkat Kabupaten Mamuju Tengah dengan rincian sebagaimana tabel
berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2OL9

OLEH KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KABUPATEN/KOTA : MAMUJU TENGAH
PROVINSI : SULAWESI tsARAT

KABUPATEN/ KOTA : MAMUJU TENGAH
PROVINSI : SULAWESI BARAT

MODEL A.3.1. KPU

Bahwa dari tabel diatas memperlihatkan penambahan pemilih sebanyak 4.435
yaitu 65.812 (DPSHP) menjadi 70.247 (DPT)

Pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap pada tingkat Provinsi Sulawesi Barat,
rekapitulasi mengalami perubahan derrgan adanya rekomendasi dari Bawaslu
Prov. Sulbar. Dalam rekomendasi tersebut nlasih ditemukan data ganda
sebanyak 63 yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, dan dilakukan
penghapusan di Sidalih sebanyak 63 jumlah pemilih tersebut sehingga

rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamuju Tengah dan 70.247

menjadi 70.184. Adapun perincian sebagaimana tabel berikut:
REKAPITULASI PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2OI9
OLEH KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

MODEL A.3.1. KPU

82 I 31.630

KECAMATAN
DESA

AH
TPS

JU

L

r|llLrl.r1

L+P
E

T
NO

7.384 I 5. i761 BUDONG-BUDONG 11 74 7.792

c PANGALE 9 46 4.2t5 4.126 8.341

9.161 18.9543 TOPOYO 15 84 9.793

4 KAROSSA 11 69 6.600 6.190 12.790

7.06r 14.9865 TOBADAK 8 77 7.925

7.780 7.37r 15.1511 BUDONG-BUDONG 11 74

8.340PANGALE 9 46 4.2t5 4.t25o

9,r57 18.9483 TOPOYO 15 84 9.79t

t2.7844 KAROSSA 11 69 6.598 6.1 86

7.9t2 7.049 14.9615 TOBADAK 8 77

t2

P

54 350 36,325 33.922 70.247

JUMI,A.H

TPS

>Y



Bahwa pelaksanaan rapat pleno tingkat KPU RI belum dapat di sahkan, karena

adarrya masukan dart tanggapan d.ari Peserta Pemilu dan Bawaslu yang dapat

disimpulkan agar KPU beserta jajarannya melakukan pencermatan kembali

selama 10 hari terhitung sejak Pleno Tingkat Nasional tanggal 6 September

2018

E. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: 1033/PL.01.2-SD/O 1/KPU/X I 2018, tanggal 07 September

2018, tentang Penyempurnaan Daftar Pemith Tetap (DPT), maka pada tanggal

14 September 2018 untuk Tingkat KPU Kabupaten, Kabupaten Mamuju Tengah

melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Pertama

(DpTHPl). Pelaksanaan Rapat Pleno tersebut di adakan di Kantor KPU

Kabupaten Mamuju Tengah yang dihadiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu,

Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dan Panitia Pemilihan Kecamatan. Adapun rincian rekapitulasi

sebagaimana tabel berikut:
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN- 1

(DPTHP- 1)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2OL9
OLEH KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: MAMUJU TENGAH
: SULAWESI BARAT

MODEL A.3.1. KPU

Pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 1) pada

tingkat Provinsi Sulawesi Barat, rekapitulasi mengalami perubahan dengan

adanya rekomendasi dari Bawaslu Prov. Sulbar. Dalam rekomendasi tersebut

masih ditemukan data ganda sebanyak 24 pemilih yang terdapat dalam Daftar
Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-l (DPTHP-1) dan dilakukan penghapusan dalam

Sidalih sehingga rekapitulasi Daftar PemilihTetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1)

Kabupaten Mamuju Tengah dari 70.512 menjadi 70.488. Adapun perincian

sebagaimana tabel berikut:

KET
' uvlv

L f-P
I

DESA
KECAMATAN

15.09874 7.753 7.345BUDONG-BUDONG 11

4.3t2 4,227 8.5399 46c PANGALE

9.t28 18.87315 84 9.7 453 TOPOYO

13.05469 6.739 18.8734 KAROSSA 1l

7.9t2 13.054 14.9488 775 TOBADAK

L+PL

7.750 7.342 15.0921 BUDONG-BUDONG 11 74

9 46 4.310 4.222 8.5322 PANGALE

9.r27 18.8713 TOPOYO 15 84 9.744

11 69 6.735 6.312 13.0474 KAROSSA
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TPS
NO

1

350 36.461 t4.9+8

,.,JlrlvllrAH,

DESA

:rIUMtr;AI{
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TOBADAK 7.9t1 7.035 t4.946

F. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP2)

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 1099/PL.O2.1-SD/01 llfPUllxl20l8 Tanggal 20 september 2018
perihal Penyempurnaan DPTHP-I atas rekomendasi Bawaslu dan masukan
Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-I) di KPU RI, yang didalamnya tertuang
perpanjangan untuk melakukan penyempurnaan Daftar Pemilih selama t60
hari, yaitu 16 September s/d 15 Nopember 2018.
Para Teradu melakukan pencermatan dan perbaikan data pemilih berdasarkan
masukan dari Bawaslu dan Partai Politik yang secara garis besar ada 2 hal
yaitu Perbaikan dan Pencermatan Data Pemilih dan Gerakan Melindungi Hak
Pilih.
Komisi Pemilihan Umum melalui surat Nomor lO99lPL.O2.l-
SD/OL|KPU/Vl2Ol8, tanggal 22 September 2018, perihal Penyempurnaan
DPTHP-I, pada poin 2 KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Gerakan
Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang bertujuan untuk mernutakhirkan kembaii
atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk aktif melakukan
pengecekan narnanya melalui Karrtor Desa/Kelurahan di wilayah masing-
masing ataupun melalui aplikasi mobile yang diluncurkan oleh KPU RI. Waktu
gerakan melindungl hak pilih ini mulai pada tanggal 01 sampai 28 Oktober
2018.
Bahwa setelah melalui serangkaian kegiatan selanta t60 hari baik
pemutakhiran dan perbaikan data pemilih dan melalui sosialisasi Gerakan
Melindungl Hak PiUh (GMHP) maka pada tanggal 14 Nopember 2018 untuk
tingkat Kabupaten Mamuju Tengah melalmkan rekapitulasi dan penetapan
Daftar Pemilih Hasil Perbaikan kedua (DPTHP2) dengan hasil sebagai berikut:

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2OI9
OLEH KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: MAMUJU TENGAH
: SULAWESI BARAT

MODEL A.3.1. KPU

Desa TPS t-r- L+P

15,5431 BUDONG-BUDONG 11 7.98574 7,558

15 84 10.029 9.440 19.4693 TOPOYO

8 77 8.034 7.LU 15.2185 TOBADAK

t4

5 8 77

Nama Kecamatan

PANGALE

KAROSSA 6;934 6,475

37,348 72.280

*



Dari rekap diatas terlihat ada peningkatan pemilih sebanyak L.792 pemilih dari
70.488 menjadi 72.280. Sumber data pemilih dari 70.488 menjadi 72.280
adalah 70.488 DPT + 2.806 Pemilih Baru = 73.294 - 823 data TMS = 72.471 -
190 data AC = 72.281 - 1 data ganda= 72.280 DPTHP-2
Meskipun DPTHP-2 sudah ditetapkan akan tetapi KPU terus melakukan
perbaikan dan penyempurnaan data melalui proses pencerrnatan dan
pemutakhiran, maka pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Kantor KPU
Kabupaten Mamuju Tengah kembali melakukan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi dan Penetapan Daftar PemilihTetap Hasil PerbaikanDua (DPIHP-2)
Kedua.
Bahwa dari rekapitulasi DPTHP-2 Kedua tersebut terdapat penambahan pemilih
akibat dari masifnya perekaman dan pencetakan KTP-EI yang dilakukan oleh
DISDUKCAPIL Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun rincian DPTHP-2 Kedua
adalah sebagaimana tabel berikut:

REI(APITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-2

(DPTHP-2 KEDUA) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2OL9

OLEH KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: MAMUJU TENGAH
: SULAWESI BARAT

MODEL A,DPTIIT2.I. KPU

Setelah melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar
PemilihTetap Hasil Perbaikan Kedua, Berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor :

57 7 I PL.OZ. 1 -SD / 0 1 / KPU / m I 20 L9, tentang tindaklanjut Mahkamah Konstitusi.
maka pada tanggal 02 April 2Ol9 bertempat di Aula Milenial, KPU Kabupaten
Mamuju Tengah melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga. Dengarr rinciarr sebagaimana tabel
berikut:

8.078 7.675 15.7s3

TOPOYO to.o72 9.467 19.539

TOBADAK 8.269 7.388 15.657
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7.690 7.132 t4,822 109 r20 229 7.799 7.252 15.05 r

5 PANCALE 9 46 4,770 4.624 9.394 6l 42 103 4.831 4.666 9.497

TOTAL 54 350 38.879 36.286 75.165 797 768
1.55
5

39.676 97.o44 76.720

Pada tanggal 11 April 2Ot9 KPU Kabupaten Mamuju Tengah kembali
menetapkan DPT dengan BA Nomor: 42 I PL.OL.2-BA I 7 606//KPU-Kab I IV I 2AL9

(BA Terlampir) dan mengeluarkan kembali pemilih DPK/Pemilih Baru dari DPI
karena tidak dapat diakomodir terkait penyediaan dan distribusi logistic karena
dianggap tidak berpusat pada satu wilayah melainkan tersebar secara merata
keseluruh TPS yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan dernikian KPU

Kabupaten Mamuju Tengah sebelum tanggal 17 April 2019 memiliki data
potensi pemilih pengguna KTP-EI sebanyak 1.555 dan pemilih ini bertambah
dengan jumlah yang sangat signifikan sebagai akibat dari progress kepala

disdukcapil untuk menggenjot terus menerus perekaman dan pencetakan KTP-

el bahkan sampai pada tanggal 17 April 2019.
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA

(DPTHP-3)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2OI9

OLEH KPU I(ABUPATEN MAMUJU TENGAH

KABUPATEN/KOTA : MAMUJU TENGAH
PROVINSI : SULAWESI BARAT

\,IODEL A.3.I. KPU

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Teradu dengan menyampaikan secara
rinci tahapan disertai dengan data-data dalam bentuk angka-angka yang
dilakukan oleh Para Teradu sebagai sanggarahan atas pengaduan Pengadu
supaya dapat dipahami betapa tidak ada ruang bagi Para Teradu un--uk
melakukan penggelembungan data pemilih.
Bahwa terkait tuduhan Pengadu yang diarahkan kepada Teradu atas nama
Suriady Rahmat dan Teradu Nasrul adalah fitnah yang sangat kejam.
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa Para Teradu telah melakukan
pemutakhiran data pemilih sesuai tahapan dan bertingkat serta dilakukan oleh
kontrol oleh lembaga lain yakni Bawaslu, Partai Politik, LSM dan Masyarakat
tentunya sangat tidak mungkin ada permainan data yang dapat dilakukan cleh
Para Teradu. Adapun terpilihnya keluarga Suriady Rahmat (Teradu) atas nama
Fatahuddin Al-Gafiqih tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh yang
bersangkutan apalagi yang bersangkutan adalah calon petahana.
Bahwa selanjutnya menyinggung tuduhan Pengadu yang dialamatkan kepada
Teradu atas nama Nasrul yang menyatakan serrgaja memainkan data pemilih
demi kepentingan meloloskan saudaranya atas narna Nasrullah, juga
fitnah yang sangat kejam. Bahwa pengaduan Pengadu dalam hal irti s

BUDONG-BUDONG 8.078 7.675 15.753

TOPOYO 10.072 9.467 19.539

TOBADAK 8.269 7.388 15.657
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terlihat adanya tendensi pribadi karena dari sekian permasalahan data pemilih
yang disampaikan oleh Pengadu dalam aduannya tidak ada satupun yang dari
daerah pemilihan Karossa yang mana Nasrullah adalah calon dari dapil
Karossa. Oleh karenanya dimana hubungan kausalitasnya antara
permasalahan daftar pemilih dengan upaya Teradu (Nasrul) dalam meloloskan
saudaranya sebagai calon DPRD Kabupaten Mamuju Tengah tersebut.
Menyinggung soal status yarrg bersangkutan (Nasrullah) adalah pegawai BRI
adalah permasalahan yalg sudah pernah mela-lui pemeriksaan pihak Bawaslu
Kabupaten Mamuju Tengah atas laporan Rizal terkait dengan status pegawai
BRI tersebut. Hasl1 dari pemeriksaan berdasarkan Surat Pemberitahuan
tentang Status Laporan yaitu; Status Laporan TIDAK DILANJUTKAN PADA
TAHAP PEI'IYIDIKAN Alasan: LAPORAN TIDAK MEMENUHI UNSUR.UNSUR
PELANGGARAN PIDANA PEMILU SETELAH PEMBAHASAN KEDUA GAKUMDU.
Pokok peagaduaa 2:
Bahwa dalam pokok pengaduan Pengadu mendalilkan Para Teradu dengan
sengaja melakukan intimidasi kepada PPK Kecamatan Topoyo untuk
menghilangkan 2 suara di TPS 02 Desa Topoyo karena terdapat selisih hasi-l
hitung suara pada rekapitulasi tingkat kecamataa, darr memaksa PPK
Kecamatan Topoyo untuk membuat Berita Acara Nomor 014/BA/PPK-
rPY /tv 12019.
Bahwa pengadual Pengadu tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.
Namun hemat Para Teradu, pengaduan Pengadu tersebut tidak perlu diberikan
tanggapan yang lebih rinci dikarenakan materi aduarr Pengadu telah pernah
diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 38-13-
28IPHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 Tanggal 6 Agustus 2019 dengan amar putusan
berbunyi: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok
Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Bahwa perkara tersebut diajukan atas nama Partai Hanura dan Calon Anggota
DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Dapil 1 Kabupaten Mamuju Tengah
sebagai Pemohon dan Komisi Pemiiihan Umum sebagai termohon.
Untuk jelasnya Para Teradu akan mengutip pertimbangan hukum Majelis
Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
Dalam Pokok Permohonan
Dapil Mamuju Tengah 1 DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah te{adi pelanggaran
administratif pemilu di Dapil Mamuju Tengah 1 untuk pengisian keanggotaan
DPRD Kabupaten berupa adalya ketidaksesuaian jumlah pemilih antara Berita
Acara PPK Kecamatan Topoyo dengan jumlah surat suara yang digunakaa
berdasarkan Formulir C1 milik Pemohon. Di mana dalam Berita Acara PPK Kec.
Topoyo Kab. Mamuju Tengah Nomor: 014/BA/ PPK-TPY/iVI2O19 [vide bukti P-
2] jumlah pengguna hak pilih adalah sebanyak 241 pemilih. Setelah dilakukan
penghitungan suara ulang, surat suara yang digunakan adalah sebanyak 239
sesuai dengaa formulir C1. Atas kejadian tersebut, Pemohon rnengajukan
keberatan darr meminta untuk dilakukafl Pemungutan Suara Ulang di Daerah
Pemilihan I Kabupaten Mamuju Tengah;
Bahwa untuk membuktikan da-lilnya Pemohon mengajukan alat bukti
surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-2, P-3A, P-3B, dan P-3C serta saksi
yang bernama Basri Rahmal dan Agustinus Abe (keterangan saksi
selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);
Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan
menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena menurut
Termohon, adanya selisih pengguna DPT sebanyak 2 (dua) pemilih tersebut
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dikarenakan terdapat pemilih yang memang hanya mendapatkan 4 (empat)
surat suara. Hal demikian terjadi karena pemitih tersebut tidak memiliki pilihan
dalam pemilihar DPRD Kab/Kota maka pemilih tersebut tidak keberatan hanya
mendapatkan 4 surat suara. Selain itu, Termohon juga menyatakan tidak benar
bahwa setelah proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Pemohon mengajukan
pernyataaan keberatan di dalam Model DB2 KPU;
Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti
surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.oo2-MAMUJU TENGAH l-HANURA-38-
13-28, T.OOT.MAMUJU TENGAH l.HANURA-38-13-28, T.OO8-MAMUJU
TENGAH 1 - HANURA-38- 13-28, T. OOg-MAMUJU TENGAH l.HANURA-38- 13-28,
dan T.010- MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38- 13-28 serta saksi yang bemama
Fendri dan Ahmad Murodi (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam
bagian duduk perkara);
Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan telah
menerima laporan yang kemudian diregistrasi dengan Nomor:
O23 /LP /PL/Kab l30.06lIV /2019 pada tanggal 25 April 2019 dengan pelapor
atas nama Basri Rahman yang berisi keberatan Partai Hanura terhadap adanya
ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara
yang digunakan di TPS 2 Desa Topoyo. Selanjutnya pelapor meminta untuk
dilakukannya Pemungutan Suara Ulang [vide bukti pK.2g.S-04). Berdasarkan
laporan hasil Kajian Bawaslu Mamuju Tengah telah terbukti KppS TpS 2 Desa
Topoyo secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Kode Etik
Pemilu karena tidak menghitung ulang surat suara yang diterima sebelum
melaksanakan pemungutan suara dan tidak meiakukan konfirmasi kepada ppK
Topoyo mengenai kekurangan surat suara [vide bukti pK.29.S-06];
Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti
surat/tulisan yang diberi tanda bukti pK.29.S-04 sampai dengan pK.29.5-06;
[3.10]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara
saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, saksi dan
bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di
persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada tanggal 19 April 2019,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Topoyo menerbitkan surat
nomor: 223 /K.PANWCASLUCAM-TPY/TU00 .or /rv 12019 perihal Rekomendasi
Penghitungan Suara Ulang lvide bukti T.0O4-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-3g-
13- 28]. Berdasarkan rekomendasi tersebut, ppK Kecamatan Topoyo melakukan
Penghitungan Suara Ulang dan menghasilkan jumlah suara sah sebanyak 22g
suara dan suara tidak sah sebanyak r 1 suara, sehingga jumlah surat suara
yang digunakan sebanyak 239 suara sebagaimana tercantum dalam Berita
Acara Nomor: 015/BA/PPK-TPY lrv /2019 tertaaggal 24 Apm 2019 [vide bukti
T.005-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-281. Atas hasil tersebut, saksi
Pemohon mengajukan keberatan karena berdasarkan Forrnulir Moder c7 Dpr
TPS 02 Desa Topoyo, jumlah pengguna hat< pilih sebanyak 241 orang [videbukti P-3B = T.003- MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-281. Berdasarkan
keterangar Termohon dan Bawaslu tanggal 16 da,, 29 Juli 2019 telah
terungkap dalam persidangan bahwa selisih 2 (dua) pemilih tersebut
dikarenakan terdapat pemilih yang tidak memiliki hak untuk memilih dalam
pemilihan DPRD Kabupaten/Kota karena hanya mendapat 4 (empat) surat
suara dan pemilih yarrg bersangkutan tidak keberatan sebagaimana surat
penyataan atas nama slamet prayogo [vide bukti r.oo9- MAMUJU TENGAH r -
HANURA-38- 13-281. Terlebih 1agi, setelah Mahkamah memeriksa Fomulir Model
c1 Plano serta Formurir Moder cr rps 2 Desa Topoyo baik yang diajukan oleh
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Pemohon maupun Termohon [vide bukti P-11 = T.003- MAMUJU TENGAH 1-

HANURA-38-13-28 = bukti PT-11 dan T.013-MAMUJU TENGAH l-HANURA-38-
13-281, telah nyata bahwa jumlah suara sah adalah sama yaitu sebanyak 239

suara; Selain itu, terhadap permasalaharr tersebut, Bawaslu Kabupaten
Mamuju Tengah telah melakukaa ka,jiarr dan memutuskan bahwa terjadi
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS TPS 2 Desa Topoyo karena
tidak menghitung ulang surat suara yang diterima sebelum melaksanakan
pemungutan suara, dan tidak segera melal<ukan koordinasi ke PPK Topoyo

untuk mengatasinya sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah [vide bukti PK.29.5-21]. Dengan
demikian permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon

67 tersebut sejatinya telah diselesaikan, sehingga menurut Mahkamah, dalil
permohonal Pemohon tidak beralasaa menurut hukum;

KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas falta dan hukum sebagaimana diuraikan di

atas, Mahkamah berkesimpulan:

[a.1] Mahkamah berwenaag mengadili permohonar a quo;

14.21 Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a
q.Lo;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undalgaa ;

14.4) Eksepsi Termohon tidak beralasan merrurut hukum;
[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tenta.ng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara 70 Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan UndangUndang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

AMAR PUTUSAN
Mengadfll,
Dalam Eksepsl:
Menolak eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Bahwa oleh karena permasalahan yang diadukan oleh Pengadu telah
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai putusan akhir dan mengikat
sebagai mana arnar putusan yang telah disampaikan oleh Para Teradu diatas,
maka tidak ada alasaa yang dibenarkan oleh hukum jika Pengadu mengadukan
Para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu.

Pokok Pengaduan Pola 3:
Bahwa dalam pokok pengaduan poin 3, Pengadu nendalilkan para Teradu
dengan sengaja melakukan perubahan pada susunan ppS yang tidak sesuai
dengan prosedur. Perubahan susunan terjadi ketika para Teradu telah
menerbitkan SK Nomor: 13/HK-03-I-Kptlz6o6lKpn-Kab/Irr/2018 tertangga.l 9*
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Maret 2018 yang mengangkat PPS di Desa Lebah Hada Kecamatan Budong-

Budong, atas nama Abdul Rahman, Aser dan Marten Tandilangi, Namun Teradu

I secara sepihak Marten Tandilangi digantikan Indraswari tanpa melalui proses

perekrutan dan seleksi sesuai aturan. Para Teradu kembali melakukan
perubahan susunan PPS Desa Lebah Hada dengan menerbitkan SK Nomor:

03/HK.03.1-Kpt/7606/Kpu-Kablll2Olg tertanggal 2 Januari 2019 yang

mengangkat Abdul Rahman, Aser dan Sinar Alam'
Bahwa pengaduan Pengadu adalah tidak benar dan sama sekali tidak mendasar,

hal tersebut dapat Para Teradu uraikan dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Maret 20 18 Para Teradu mengeluarkan Surat Keputusan

Nomor: 13/HK-03- 1 -Kpt/7606/ Kpu-Kab I lll / 20 18 tertanggal 9 Maret 20 18

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara

SeKabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang

mana Surat Keputusan tersebut berlaku untuk 10 (sepuiuh) bulan terhitung
sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018 sebagaimana

diatur da]am Diktum Keempat surat keputusan dimaksud diatas. Dimaaa

dalam lampiran surat keputusan tersebut pada halaman I (satu) urutan
huruf C. Desa Lebah Hada tertulis nama dengan urutan:
1. Abdui Rahman
2. Aser
3. Marten Tandilangi

- Bahwa oleh karena masa berlaku Surat Keputusan Nomor: 13/HK-03-1-
Kpt/ 7606 /Kpu-Kab/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 tentang Penetapan

dan Pengaagkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara SeKabupaten
Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir, maka
Para Teradu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 03/HK-03-1-
Kpt/7606/Kpu -Kab /l/2O19 tertanggal 2 Januari 2019 tentaag Penetapan

darr Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Lingkup Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemiiihan Umum
Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2019.
Bahwa Para Teradu sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut diatas
telah melakukan evaluasi terhadap kinerja seiuruh Panitia Pemilihan Suara,
maka berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Desa Lebah Hada Saudara
Marten Tandilangi tidak aktif dalam menj alankan tugasnya maka Saudara

Marten Tandilangi digantikan oleh orang lain. Dimana dalam lampiran Surat
Keputusan tersebut pada haiamarr I (satu) urutan huruf C. Desa Lebah
Hada tertulis nama dengan urutan:
1. Abdul Rahman
2. Aser
3. Sinar Alam

- Bahwa Bulan Februari 2Ol9 Para Teradu rnengeluarkarr Surat Keputusan
Nomor: 17lHK-03- l-Kpr I 7 606 I Kpu-Kab I 11 I 2019 tertanggal 18 Februari
2019 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten
Mamuju Tengah tahun 2019 yang mana dalam lampiran Surat Keputusan
tersebut memberhentikan anggota Panitia Pemungutan Suara Desa

Polongaan Kecamatan Tobadak atas nama Muh. Indra karena berdasarkan
evaluasi dan laporan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Polongaan yang

bersangkutan tidak aktif menj alankan tugas sebagai anggota Panitia
Pemungutan Suara Desa Polongaan.
Bahwa bersamaan dengatr itu Para Teradu menerbitkan Surat Keputusan
Nomor: 19/HK-03-1-KpIl7606 lKpw-Kab llI/2019 tertanggal 18 Februari

&
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2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan
Suara Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2019. Dimana dalam
lampiran Surat Keputusan tersebut pada haJaman 1 (satu) urutan huruf C.

Desa Lebah Hada tertulis nama dengan urutan:
1. Abdul Rahman
2. Aser
3. Sinar Alam
Bahwa Bulan Maret 2019 Para Teradu mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor: 20l HK-03- 1 -Kpt/ 7606/ Kpu-Kab/lII I 20 19 tertaaggal 7 Maret 20 19

tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten
Mamuju Tengah tahun 2019 yang mana dalam lampiran Surat I(eputusan
tersebut memberhentikan arggota Panitia Pemungutan Suara Desa
Salumanurung Kecamatan Budong-Budong atas nama Marmiah karena
yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri
Bahwa bersamaan dengan itu Para Teradu menerbitkan Surat Keputusan
Nomor: 2 1 / HK-03- 1 -Kpt/ 7606/ Kpu-Kab/III / 20 19 teftaaggal 7 Marct 20 lg
tentang Penetapan dan Pengaigkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Untuk
Pemilihaa Umum Tahun 2019 pada Tahun Anggaraa 2019. Dimana dalam
lampiraa Surat Keputusan tersebut pada halaman 1 (satu) urutan huruf C.

Desa Lebah Hada tertulis nama dengan urutan:
1. Abdul Rahman
2. Aser
3. Sinar Alam
Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati Surat Keputusan yang telah
dikeluarkan oleh Para Teradu tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara Se-Kabupaten Mamuju Tengah tidak satupun Surat
Keputusaa yang mencaatumkan natna Indraswari sebagai Palitia
Pemunguta-n Suara pada Desa Lebah Hada sebagaimaaa isi dari pengadual
Pengadu tersebut.
Bahwa adapun kekeliruan atas tanda taagan Saudari Indraswari da.lam
dokumen daftar pemilih hasil perbaikan pada Berita Acara Nomor:
06/ BA/PPS/ DS.LHD/XI/ 20 1 8 tertanggal I 1 Nopember 20 1 8 adalah sesuatu
yarrg sangat keliru jika Para Teradu ditempatkan sebagai pihak yang
bertanggungjawab.

Pokok Peagaduan Poln 4:
Bahwa dalam pokok pengaduan poin 4, Pengadu rnendalilkan para

Teradu membuat Surat Keputusan penetapan dan pengangkatan susunan
petugas pemilu pada Panitia Pemilihan Kecamatan (ppK) atas nama Arman
Baharuddin yang bertugas yang bertugas di panitia pemunguta_n Kecamatan
Panga-le sesuai SK Nomor: 02lHK.03. t-kpt/7606lKpu-Kab lI/20t9
tertanggal 2 Januari 2019. Selanjutnya para Teradu juga membuat Surat
Keputusan Penetapan dan Pengangkatan Palitia pemungutan Suara (ppS)
dengan SK Nomor: 03 / HK. 03. 1 -kp t I 7 606 I Kpu-Kab / I / 20 t9 yang bertugas di
PPS Desa Sartana Maju Kecamatan Pengale atas nama Arman Baharuddin.

Bahwa menanggapi aduan tersebut, menurut hemat para Teradu
adalah pengaduan yang sangat mengada-ada, karena kenyataannya Surat
Keputusan Para Teradu yang telah disebutkan oleh pengadu sebagiryrana
tersebut diatas sama sekali diluar dari fakta yang sebenarnya; i
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Bahwa Surat Keputusan Para Teradu dengan Nomor: 02/HK.03.1-
kpt/7606/Kpu -Kab /l/2O19 tertanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan

dan Pengangtatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten

Mamuju Tenga-h Untuk Pemilihan Umum Ta-hun 2019 Tahun Anggaran 2019

dalam lampirannya poin 5 Kecamatan Pangale tertulis nama dengan urutan
sebagai berikut; 1. Muhajir dan 2' Arman Baharuddin;

Bahwa selaljutnya Surat Keputusan Para Teradu dengan Nomor:

03/HK-03- 1-Kpt/76O6 /Kpu-Kab lll2Olg tertanggal 2 Januari 2019 tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Lingkup

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan

Umum Tahun 2019 pada Tahun Anggar al 2Ol9 dalam iampirannya pada

lembar ke Sembilan huruf I Desa Sartaramaju tertulis nama dengan urutan;
1. Erni Surijar, 2. Purwadi dan 3. Agustinus. Dimana Erni Surijar adalah

pengganti Arman Baharuddin yang masuk dalam Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan Pangale. Ha1 tersebut dibuktikan dan didukung oleh Dokumen

Daftar Nominatif Pembayaran Uang Honorarium PPS Desa Sartamaju
Kecamatan Pangale Bulaa Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretariat
PPS Desa Sartamaju nama Armaa Baharuddin tidak terdapat dalam daftar
penerima uang honorarium tetapi sudah digantikan atas nama Erni Surijar;
Bahwa dengan kenyataan tersebut, Pengadu mengajukan pengaduan yang

tidak mendasar dan cenderung merrgarah ke perbuatan fitnah'

Bahwa KPU Mamuju tengah telah melaksankan tahapan penetapan DPT hingga
DPIHP-3 tanggal 11 April 2019 sesuai dengan mekanisme dan talapan yang ada,

seluruh rekomendasi Bawaslu pun telah dilaksanakan dengan baik,sudah tidak
adalagi data yang terbaca ganda, sebab untuk pemutakhiran data pemilih KPU Kab.

Mamuju Tengah menggunakaa Aplikasi Sidalih yang mampu mendeteksi kegardda,
namun hingga penetapan DPTHP-3 dan memlaui pengawas.ul Bawaslu sudah tidak
menemukan lagi kegaandaan yang dimaksudkan oleh teradu.
Namun terkait gugatan IJS yang mempermasalahkan terdapatnya rekaman Ketua KPU
Mamuju Tengah yang memerintahkan Staf untuk mengubah NIK agar tidak terbaca
ganda Teradu sebagai anggota KPU Kab. Mamuju Tengah divisi hukum dan
pengawasan tidak mengetahui hal tersebut. Namun pada percakapan WhatsApp Group
PPK Pemilu 2019, salah seorEurg anggota PPK mengatakan bahwa ada salah satu
komisioner yang mengarahkan PPK dan staf untuk merubah NIK data pemilih ganda
supaya tidak terdeteksi oleh Bawaslu" (bukti T- 1)

(B.2) bahwa terhadap da1i1 Pengadu dengan sengaja mela-kukaa intimidasi kepada PPK
Kecamatan Topoyo untuk menghilangkan 2 Suara di TPS 02 desa Topoyo karena
terdapat selisih hasil hitung suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan PPK
Kecamatan Desa dan memaksa PPK Kecamatan Topoyo untuk membuat Berita Acara
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[2.6.U PEI{JEL.ASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU V
(8.1) Bahwa terhadap dalil Pengadu mengenai tidak menghapus DPT Ganda setelah

adanya temuan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dengan temuan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) Ganda baik NIK sama atau nama sama dan alamat sama berjumlah sekitar
7000 jiwa. Diduga para Teradu tidak melakukan penghapusan data ganda demi

kepentingan untuk meloloskaa salah satu keluarga dari teradu I atas nama
Fatahuddin Al-gafiqih dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 1 Daerah
pemilihan 3 dan saudara dari teradu II atas Nama Nasrullah dari Partai Kebangkitan
Bangsa.



Nomor 014/BA/PPK-TPY/N/2019. Yang pada intinya mengesahkan penggunaan surat
suara sebalyak 239 terdiri dari 228 suara sah dan 11 suara tidak sah)
Padahal, jumlah surat suara yang digunakan untuk DPRD Kabupaten sebanyak 241.

Teradu selaku Anggota KPU Kab. Mamuju Tengah yang juga korwil Kec. Topoyo akan
memberikan jawaban tersendiri sebab Teradu tidat menandatangani Form DB1. Dprd
Kabupaten.
tanggal 19 April Panwascam Kec Topoyo, mengeluarkan rekomendasi agar PPK Kec.
Topoyo melakukan penghitungan ulang untuk surat suara yang ada pada TPS 2
Topoyo berdasarkan Laporan Pengawasan Melekat ( Form A. Pengawasan) PTPS TPS 02
Topoyo pada tanggal 17 April 2019.
Isi rekomendasi dengan Nomor :223 / K.PANWASCASLUCAM-TPY/YU .OO.O1 I IV I 2Ol9
adalah sebagai mana hasil pencermatan dan pengawasan TPS 02 Desa Topoyo
terhadap penghitungan surat suara terdapat selisih jumlah antara surat suara dari C 1

Plano pada pemilihan Umum DPRD Kab. Mamuju Tengah Dapil 1 ( bukti terlampir T2)
Teradu selaku korwil hadir pada saat PPK Kec. Topoyo melakukan penghituangn
Ulang, sebanyak 3 ka-li dihitung berulang surat suara hasilnya tetap sama yakni 228
suara sah dan 11 suara tidak sah. Sementara daftar hadir pada C7 DPT dan C7 DPK
jumlah keseluruhan DPT dan DPK yang hadir ada-lah 24 I ( bukti terlampir T-3). Setelah
melihat Form C 1 Plano pada perolehan suara partai yang tota.lnya 230, maka
ditemukan lah terdapat partai politik yang hilang suaranya yakni partai demokrat
sebanyak 1 suara dan partai golkar sebanyak 1 suara. Hasil penghitungan tersebut
dituangkan PPK da-lam Berita Acara Nomor 014/ BA/ PPK-TPY/N/ 20 igyarrg isinya
menjelaskan bahwa memang terdapat ketidak sinkronan antara jumlah pengguna hak
pilih antara pemilihan PPWP, DPD RI, DPR zu, DPRD Prov dengarr DPRD Kabupaten (

bukti terlampir T-4)
Selanjutnya Tanggel 24 April 2019 PPK Kec Topoyo kembali mengeluarkan Berita Acara
Nomor : 0IS/BA/PPK-TW /IV l2ol9 yang menyatakan bahwa surat suara sesuai fisik
berjumlah 228 suara tidak sah dafl suara tidak sah sebanyak 11 (bukti T-5) hasil ini
kemudian diinput kedalam aplikasi namun terbaca merah sebab pengguna hak
pilihnya sebanyak 241.
Tanggal 2 Mei PPK Kec. Topoyo melakukan koordinasi / konsultasi ke KPU Kab.
Mamuju Tengah Teradu selaku koorwil tidak sempat mengikuti sebab Teradu
melakukart peg'alanan dinas ke mamuju dalam rangka penyerahan LPPDK ke KAp
yang dipusatkan di kantor KPU Prov Sulawesi Barat. Hasil dari konsultasi yang
dilakukan PPK Kec. Topoyo tersebut dituangkan daiam BA Nomor: l6/BA/pPK-
TP\ lV /2019 (bukti T-6) BA ini hanya ditanda tangani oleh satu orang anggota PpK,
sebab yang lain tidak menyetujui untuk bertanda tangan. Teradu menganggap BA inl
penting untuk diketahui oleh Yang terhormat DKPP sebab isi dari berita Acara tersebut
adalah fisik surat sua-ra yang diinput kedalam DAAI( bukti r-7) ,yang teralumulasi di
DAI dan DBI ( bukti T 8 dan T-9 ) dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 239
yakni pengguna Laki laki 110 dan perempuan sebanyak 129 , sudah tidak lagi
berpatokan lagi pada c7 DPT dan c7 DPK. Demikian juga dengan perolehan suara
partai sudai berkurang menjadi 228 suara sah da-rl l l suara tidak sah total 239.
Pada saat pleno Rekapitulasi penghitungan tingkat Kabupaten Mamuju Tengah untuk
Kecamatan Topoyo tanggal 4 mei 2079 Teradu melakukan walkout dari Rapat pleno
sebab reradu baru mengetahui bahwa pada aplikasi DAA1 dan DA1 sudah tidak
terbaca merah lagi dengan mengurangi pengguna hak piiih sebanyai< 2 pengg,na,
yakni pengguna laki-laki 1 oraag dan pengguna perempuan sebanyak 1 orang
sehingga jumlah pengguna hak pilih totaJnya berjumlah 239 bukaa lag 24l seperti apa
yang tertuang dalam c7 DPT dan c7 DpK, Teradu bertaaya kepada ppK kenapa
mereka berani untuk mengurangi mereka menjawab pimpinaa langsung yang
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merubah, Teradu Tanya lagi, siapa? katanya Ketua KpU Kab. Mamuju Tengah . Atas
dasar pengurangan pengguna hak pilih tersebut Teradu tidak pernah mau menyetujui
hal tersebut dan Teradu tidak bertanda ta.ngan atas Form DBI DpRD Kabupaten , dan
Teradu mengisi Form DB2 sesuai pKpu no 4 Tahun 2019 pasal 4z ayat 4 ya',g
bunyinya " dalam hal terdapat anggota Kpu/KIp kabupaten/kota dan atau saksitidak
bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kpu/KIp
kabupaten/kota mencatat sebagai catatan kej adian khusus dalam formulir Modet DB2
KPU "( bukti r-10) iuga tedapat screenshoot percakapan Teradu bersama ppK An,. Sitti
Umrah ( bukti T-r 1)

Ha-l yang Janggal terjadi pada saat Kpu Kab. Mamuju Tengah menghadapi Gugatan
PHPU Pileg 2019, KPU kabupaten mamuju tengah melakukan pembukaan kotak suara
tanggal 4 juli 2019 untuk mengambil beberapa Alat bukti yang salh satunya c1 plano
Tps 02 Desa Topoyo sebab rps 02 Topoyo juga masuk daram g,gataa pHpu salah satu
partai politik peserta pemilu 2019. Setelah dilihat C1 Plano berhologram isinya sesuar
dengarr cl berhologram , pada h.laman terakhir surat suara sah menjad.i 22g d,an
tidak sah 11 total 239, padahal panwascam mengeluarkan rekomendasi untuk
menghitung u1a,g sebab terjadi ketidak srnkronan pada cl plano, saat pembukaan
kotak suara antara c1 prano dengan c1 hologram jumlah suara sah ,r,"rjudi ".-u.Yang menjadi pertanyaan mengapa panwascarn merekomendasikan menghiiung urangjika tidak terdapat selisih. Hal paling penting untuk diketahui adalah ketika
menghitung perolehan suara partai pada cl plano jumrahnya sebanyak 230,
sedangkan yang tertuang pada halaman terakhir C1 Plano jumlah suara sah sebanvak
228. (bukti T-12 dan T t3)
Kesimpulan : ada oknum yang meng,bah cl prano agE* sama dengan c1 Hologram
padahal sejak awal berbeda, dikarenakan ada yang mengubah hal demikian sehingga
Nampak jelas kesalahan bahwa pengguna hak p ih pada cl prano dan cl Hologram
jumlahnya 241, sedangkan pada DAA1 , DA1 dan DBl jumlah pengguna hak pflih 239.
Teradu tidak bersedia bertanda tangan pada Form DBl DpRD Kabupaten aapit 1 sebab
ada oknum yang dengan sengaja mengurangi jumlai p"rrggr.r. hak piiih, sesuai
undang - undang Pemilu No 7 Tahun 2019 pasal SIO UU pemilu ,, setiap O."rg yaog
denga, sengaja menyebabkaa orang rain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyal< Rp. 24.000.000,00
(dua puluh empat juta rupiah ,,.

(A'3) bahwa terhadap daril pengadu dengan sengaja merakukan perubahan pada
susunan PPS yang tidak sesuai dengan prosedur. perubahan Susunan terjadi ketrkapara teradu telah menerbitkan SK Nomor : 13/HK-03- l-K pt/7606lKpu-xia1n1zorc
tertangga-l 9 Maret 20 18 yang mengangkat pps di desa Lembah Hada KecamatanBudong-budong atas narna Abdul Rahmaa, Aser dan Marthen Tand angi. Namunteradu I secara sepihak marthen tand,angi digantikan secara sepihi< MartenTandilangi digaatikan Indraswari tanpa melalui proses perekrutan dan seleksi sesuaiaturan. Para teradu kembali melakukan pembahan susunan pps desa Lembah Hadadengan menerbitkan SK Nomor: o3/HK.03.l-Kp t/7606 /Kpu-Kab/rl2org tertanggar 2januari 2019 yang mengangkat Abdul Rahman , Aser darr Sinar Alam.
Bahwa benar KpU Kab. Mamuju Tengah membuat SK pengangkatan pps denganNomor : 13/HK-03-1-Kpr/2606/Kpu-Kab/tn/2or8 tertangga.r 9 Maret 2018 dan sKPengangkatan PPS Nomor : 03/HK.O3. t_Kpt/26O6 /Kpu_Kab /I /2019 tertangga_l 2Januari 2019. Semua ppS melaksanakan tugasnya dengan baik, namun fada saatPleno penetapan DprHp-2 tangga-r 10 desember zois, salah seorang ppK kec. Budong-
!"d:lt bagian data menyampaikan jika ada ppS baru yang menggantikan MarthenTandilangi, sebab Marthen Tand angi sudah dua buran tidak pernL meur<sanakantugasnya , Teradu kala itu bersaha Anggota KU lainnya Bpk. Nasrul menyampaikanbahwa mekanisme mengganti pps itu tiJr_k ,s"1 main tunjuk saja, namun t.,."il; :3/
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satu pPK tersebut menyarnpaikan bahwa marthen tandilangi telah digantikan oleh

Indraswari dan ind.raswari sud.ah ikut pleno pada penetapan DPTHP- 1 Tingkat Desa

Lembahada. Dengan Nomor sK 06./Be/pps/os.L:HDlxllzO18 tanggal 11 November

2019, tanpa melalui Proses PAW ('bukti T-14) juga melalui Komunikasi whattsApp

dengan Bpk, Musman ( PPK kec. Budong-budong) Teradu mempertanyakan siapa yang

menunjuk sd,ri. Indraswari menggantikan Marthen Tandilangi' kata musman' pak

rahman yang mengusulkan atas persetuiuan Ketua KPU selaku Korwil Kec Budng-

budong. (bukti T15)

(B.4) Para Teradu membuat surat keputusan penetapan dan pengang!<atan susunan

petugas pemilu pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas nama Arman Baharuddin

yang bertugas di PPK Kecamatan Pangale sesuai sK Nomor:02/HK'03'1-

Kptl76O6/Kpu-Kab lll2o]g tertanggal 2 Januari 2olg selanjutnya para teradu juga

membuat surat Keputusan Penetapan dan Pengangttan Panitia pemungutal suara

(pps) denagn sK Nomor:03/HK.03 .i-t<pt1ZAO6/Kpu-Kab lll2o19 vang bertugas di PPs

Desa sartana maju Kecamatan Pangale atas nama Arman baharuddin'

Bahwa memang t"rrff KPU Kab. MLuju Tengah telah mengeluarkan SK PPK dengan

Nomor:02lHK.O3. l-Kptl76o6/Kpu-Kab lll2o19 tertanggal 2 Januari 2019 dan dalam

lampiran terd,apat nalna Arman Baharuddin terpilih menjadi Anggota PPK ( bukti T-16

dan juga membuat SK Nomor:03/HK.o3.I-Kptl7606lKpu-Kab/I/2019 namun

dikarenakan kesalaharl pengetikan maka nama arman baharuddin masih terdapat

dalam sK tersebut dan sudah dilakukan pembetularr terhadap sK tersebut, dan untuk

pembayaran gaji KPU Kab. Mamuju tengah tidak salah dalam pembayarn gaji' arrnan

baharuddin tidak lagi menerima gaji di PPS nalnun menerima gaji di PPK'

[2.4 PEfrTrm PARA TERADU
Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang

memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai

berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Terad.u tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

3. Merehabilitasi narna baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara

pemilu; dan
4. Apabita Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain'

mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aeE)o et bono)'

[2.8] BUKTI PARA TERADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat

bukti berupa T1-1 s.d TL-24, sebagai berikut:

1. T1-1 Foto Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Dps) Pemilihan

umum Tahun 2OL9 Oleh Kpu Kabupaten Mamuju Tengah (MoDEL

A.1.1, KPU)

Foto Copy Rincian Pemilih Potensial Non KTP-e1 (MODEL A.C.3-KPU)

Foto Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

(DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Kpu Kabupaten Mamuju

Tengah (MODEL A.2.1. KPU)

Foto Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum
Tahun 2Ot9 Oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah (MODEL A.3.i.

2.

3.

Tt-2
T1-3

4. T1-4

KPU)
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6

12.

13.

74.

15

16

17

18.

19

20

Tl-5

T1-6

Tt-7

T1-8

T1-9

Tl-10

T1-r 1

Tt-12

T1-13

T1-14

Tl-15

T1-16

Tl-17

T1-18

T1-19

T1-20

Tt-21

Foto Copy Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah

(MODELA.3.1. KPU)

Foto Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan- 1

(DPTHP- 1) Pemilihan umum tahun 2019 Oleh KPU Kabupaten Mamuju

Tengah (MODEL A.3.1 KPU)

Roto Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan- 1

(DPTHP-I) Kabupaten Mamuju Tengah (Input SIDALIH)

Foto Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2

(DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU Kabupaten

Mamuju Tengah (MODEL A.3.1'KPU)

Foto Copy Surat Bawaslu Nomor: 101/ K'Bawaslu'SR-

O4l PM.OO.O 1/XII/ 20 18 Taaggal 03 Desember 2018 Perihal Saran

Perbaikan DPTHP-2 Pemilu 2019

Foto Copy Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP 2)

Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Budong-Budong

Foto Copy Rekapitulasi Daftar Pemitih Tetap Hasil Perbaikan-2

(DPTHP-2 KEDUA) Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU Kabupaten

Mamuju Tengah (MODEL A.DPTHP2.1. KPU)

Foto Copy Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil

Perbaikan Ketiga
Foto Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga

(DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU Kabupaten

Mamuju Tengah (MODEL A.3'1' KPU)

Foto Copy salinan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor

Perkara 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD-XVI1l2019 Tanggal 6 Agustus
2019
Foto Copy Berita Acara PPK Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Nomor

0 14/BA/PPK-TW / rv I 2019
Foto Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Topoyo menerbitkan surat nomor: 223/K.PANWCASLUCAM-

TPY/TUOO.OI/lV/2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara

Ulang
Foto Copy Berita Acara Nomor: 015/BA/PPK-TPY/N l2OL9 tettanggal
24 Apil2Ol9
Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 13/HK-03-1-Kptl76O6lKpt-
Kab /Illl2Ol8 tertanggal 9 Maret 2018 tentang Penetapan dan
Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara SeKabupaten
Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 03/HK-03-1-Kptl7606lKpu-
Kab/[l2Ol9 tertanggal 2 Januari 2019 tentaag Penetapan dan
Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Lingkup Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Umum
Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2019
Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 17/HK-03- 1-Kptl7606lKpu-
Kab 111/2019 tertanggal 18 Februari 2O19 tentarg Pemberhentian
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Mamuju Tengah tahun
20t9
Foto Copy Surat Keputusai Nomor: 19/HK-03-1-Kpt/7606/Kpu-
Kab lll/2O19 tertanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan dan
Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Lingkup Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Umum'v

7

8

9

10.

11.

zL.
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22. TL-22

23. TL-23

24. Tr-24

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

10.

11.

Tahun 2079 pada Tahun Anggaran 2OI9

Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 20/HK-03-l-Kptl7606/Kpu-
Kablllll2019 tertanggai 7 Maret 2019 tentang Pemberhentian Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019
Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 21/HK-03-l-Kptl7606/Kpu-
Kab/IlI/2Ot9 tertanggal 7 Maret 2OL9 tentang Penetapan dan
Penganglratan Anggota Panitia Pemungutan Suara Lingkup Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Umum
Tahun 2OL9 pada Tahun Anggaran 2Ol9
Foto Copy Surat Keputusan Para Teradu dengan Nomor: 02/HK.03.1-
kpt/76O6/Kpu-Kab lIl2olg tertanggal 2 Januari 2019 tentang
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Parritia Pemiiihan Kecamatan
Se-Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
Tahun Anggaran 2Ol9

Bukti screenshoot percakapan WhatsApp Group PPK Pemilu 2019;

Surat Rekomendasi Panwascarn, Kec. Topoyo;

Foto Copy C7 DPT dan C7 DPK;

Berita Acara PPK Kec. Topoyo Nomor OI4IBAIPPK-TPY/ru 12019;

Berita Acara PPK Kec. Topoyo Nomor 015/BA/PPK-TPY/N 12019;

Berita Acara PPK Kec. Topoyo Nomor 016/BAIPPK-TPY/ry/2O19;

DAA-I DesaTopoyo, Kec. Topoyo;

DA-1 Kec. Topoyo;

DB-1 Dapil 1 DPRD Kabupaten;

DB-2 KPU Alasan tidak bertanda tangan;

Bukti Screenshoot Percakapan WhatsApp dengan PPK Topoyo atas
narna Sitti Umrah;
C1 Plano;

C1 Hoiogram;

SK Rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan (DpTHp-1);

Bukti screenshoot Percakapan whatsApp dengarr ppK Budong-budong
atas nama Musman;
SK Pengangkatan PPK.

T2-l
T2-2

T2-3

T2-4

T2-5

T2-6

T2-7

T2-8

T2-9

T2-10

T2-lt

12.

13.

14.

15.

T2-t2

T2-13

T2-14

T2- 15

16. T2-16

[2.9] SAKSr TERADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan
saksi, yakni:
1. Fendrl S.

Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKpp,
menjelaskan bahwa para Teradu tidak pernah melakukan intimidasi dan tekanan
kepada dirinya untuk
TPY lrv 12019,

penandatanganan Berita acara Nomor O14lBAlppK_

*
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[2.8.11 BUKTr TERADU V
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat
bukti tambahan berupa T2-1 s.d T2-16, sebagai berikut:



[2.1O] KESTMPTTLAN PARA TERADU
Setelah sidang pemeriksaan digelar, para Teradu memberikan kesimpulan j awaban
bahwa:

I. TENTANG II/IL YITNG MTNJ/U)I SENGKTTA.
Bahwa sehubungan dengal Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi
Sulawesi Barat berdasarkan pengaduan Nomor: 263 -P / L-DKPP I V lI I 20 19 .

II.TENTANG EKSEPSI.
Bahwa oleh karena menurut hemat Para Teradu, pengaduan Pengadu tidak
memenuhi syarat formal dan ha-l tersebut dianggap sangat prinsip oleh Para Teradu,
maka materi eksepsi kembali dipertegas Para Teradu dalam kesimpulan ini yakni:
l. Bahwa sebagaian materi pengaduan Pengadu adalah nebis in idem alasaanya

adalah Pokok Pengaduan poin 2 Pengadu adalah materi yang telah pernah
diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas laporarr dari Partai Hanura dengan
nomor perkara: 38- i3-28IPHPU.DPR-DPRD -XVll/2O19 Tanggal 6 Agustus 2019
dengan amar putusan berbunyi: Dalarn Eksepgl: Menolak eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Bahwa Pengadual Pengadu adalah error in persona alasannya adalah status
Pengadu tidak jelas sebagaimana diatur pada Peraturar Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Repubtk Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatafi Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum Pasa-1 I poin 28 berbunyi Pengaduan dafl/atau
Laporan adalah pemberitahuan adanya dugaan pelalggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu,
peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan Rekomendasi DPR.
Bahwa jika diurai pihak mana yang rnempunyai lega_l standing dalam
mengajukaa pengadual adalah:
a. Penyelenggara Pemilu;
b. Peserta Pemilu;
c. Tim Kampaye;
d. Masyarakat;
e. Pemilih; dan
f. Rekomendasi Masyarakat.
Bahwa dengan melihat identitas Pengadu sebagaimana terdapat dalam surat
aduannya yang bersangkutan nyata membawakan lembaga Ikatan Jurnalis
Sulawesi Barat dengan pekerjaan wartawan. Sementara menurut ketentuan
peraturan perundang undangan sebagaimana yang telah Para Teradu
sampaikal pihak yang dapat mengajuka:r pengaduan pihak-pihak yang telah
ditentukal oleh peraturan perundang-undangan tersebut,
Bahwa hemat Para Teradu kepentingan lembaga tidak dapat dimaknai sebagai
kepentingan pribadi dalam hal ini kepentingan masyaralat dan kepentingan
sebagai pemi[h, arti kata adalah jika memang yang bersangkutan mengajukan
pengaduan atasnama masyarakat dan atau pemilih tidal< perlu
mengatasnamakan organisasi;

3. Berdasarkan hal-hal dan kenyataan yang dikemukakan oleh para Teradu dalam
bagian eksepsi ini, adalah kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk
menyatakaa aduan pengadu tidal< dapat diterima (Niet Ontvanklijk verklaard);

4. Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka:
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In. TENTAI{G POKOIT L/\BORAN
1. Bahwa Para Teradu telah membuat eksepsi darl jawaban secara tertulis yang

isinya memberikan tanggapan secara keseluruhan atas materi aduan Pengadu

dan telah diserahkan kepada Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu Republk Indonesia disertai dengarr bul':li surat untuk

mengu.atkan dalil-dalil Para Teradu;

2.BahwasecararinciParaTeraduakanmenguraikanfakta.faktapersidangan
debagai berikut:
Tentarg Pokok Aduaa 1:

1. Tentang Keterangan Pengadu:

- Bahwa Pengadu tidak dapat menjelaskan defenisi pemilih ganda;

- Bahwa Pengadu tidak dapat membuktikan adanya Temuan Daftar Pemilih

Tetap (DPT) Ganda baik NIK sama atau nama sama dan alamat sama

berjumlah sekitar 7000 jiwa;

- Bahwa nanna-nalna yang disinyalir sebagai data ganda yang disampaikaa

dalam kronologis Pengadu tidak ditemukan alias tidak ada;

- Bahwa terkait aduan Pengadu terhadap Para Teradu yakni Para Teradu

tidak melakukan penghapusa'l data ganda demi kepentingan untuk

meloloskansalahsatukeluargadariTeradulatasnamaFatahuddinAl-
Galiqih dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 1 Daerah

Pemilihal 3 dan saudara dari Teradu II atas nama Nasrullah dari Partai

Kebangtitaa Baagsa adalah hanya ASUMSI Pengadu;

-BahwabuktirekamanSetelahdiperdengarkandidepanMajelis,Pengadu
tidak dapat menjelaskan kepastian kebenaran rekaman tersebut;

2. Tentang Keterangan Para Teradu:
-BahwaParaTeradutidakpernahmenerimalaporanbaikdarimasyarakat

maupun hasil rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah adanya

DaftarPemilihTetap(DPT)GandabaikNlKsamaataunamasamadan
alamat sama berjumlah sekitar 7000 jiwa;

-BahwaParaTeradupernahmenerimasuratdariBawasluKabupaten
Mamuju Tengah Nomor: 101/K.Bawaslu SR-04/PM'00 '0l lXlll2Ol8
Tanggal03Desember2018Periha.lSaranPerbaikanDPTHP-2Pemilu
2019 terhadap 431 pemilih potensi ganda (terlampir sebagai bukti surat)

dan telah ditindaktaajuti oleh Para Teradu;
- Bahwa terkait aduan adanya keluarga dari Teradu I atas nama

Fata-huddin Al-Galiqih dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut I
Daerah Pemilihan 3 dan Saudara dari Teradu II atas nama Nasrullah dari
Partai Kebangkitan Bangsa. Para Teradu menyatakan benar namun telah
melakukan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 2 Tahun 2Ol7 dalafi Pasal 8
pada Huruf K, yakni telah melakukan pengumuman di Media Cetak dan
Media Elektronik juga telah disampaikarr dalam pertemuan resmi yang
dihadiri oleh penyelenggara dan peserta pemilu;

- Bahwa Teradu atas narna Nasrul memberikan klarifikasi yang
menyatalan tidak ada kaitan antara aduan pengadu dengan terpilihnya
saudara Nasrullah dikarenakan data ganda yang diadukan Pengadu
berbeda dapil dengan saudara Nasrullah tersebut, dimana dapil data
ganda yang diadukan oleh Pengadu berada di dapil Topoyo sementara
pencalonal saudara Nasrullah berada di dapil Karossa;

- Bahwa rekaman yang diperdengarkan didepan Majelis adalah rekaman
pembicaraan yang kejadiannya tahun 2018 jauh sebelum penetapan DPT

)}
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,)

dan dalam situasi pembicaraan lepas sifatnya informa'I bukan dalam

situasi hubungannya dengan penetapan DPT'

Tentang Keterangan Bawaslu (Pihak Terkait):

- Bahwa membenarkan keteraagan Para Teradu yang menyatakan Bawaslu

tidak pernah merekomenda"ikan "danya 
Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Gaida baik NIK sama atau nama sama darr alamat sama berjumlah

sekitar 7000 jiwa;
- Bahwa membenarkan adanya surat dari Bawaslu Kabupaten Mamuju

Tengah Nomor: 10 I /K.Bawaslu'SR-04/ PM'OO'O I I Xll I 20 18 Tanggal 03

Desember 2018 Perihal Saran Perbaikan DPTHP-2 Pemilu 2019 terhadap

431 pemilih Potensi ganda dan telah ditindaklanjuti oleh Para Teradu'

4. Tentang Saksi:
Bahwa dalam persidangan tersebut Pengadu mengajukan

Jawaluddin pekerjaan Wartawan dari lkatan Jumalis

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok

Bahwa saksi mencopy rekaman dari seseorang

saksi atas nama
Sulawesi Barat

sebagai berikut:
pada saat saksi

melakukan investigasi.
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Teradu mengajukan

keberataa atas kesaksian saksi Pengadu terkait syarat-syarat seseorang yang

dapat dijadikan saksi didepan hukum'
Bahwa dari keteralgan saksi tersebut sangat jelas saksi Pengadu tidak

memenuhi syarat saksi yaitu; Melihat, Mendengar dan Mengalami sendiri

Oleh karenanya keterangan saksi Pengadu beralasan hukum untuk

dikesampinglaa.
Tentang Pokok Aduan 2:

1. Tentalg Keterangan Pengadu:
- Bahwa Pengadu tidak mengetahui dan/ atau tidak tahu adanya putusan

Mahkamah Konstitusi terkait materi yang sama dengan pokok aduan yang

diadukan;
- Bahwa Pengadu menyatakan tidak ada keberatan partai politik yang

dianggap dimgikan pada saat penetapan suara di TPS'

2. Tentang Keterangan Para Teradu:

- Bahwa materi aduan yang diadukan oleh Pengadu telah mendapatkan

putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mana putusan tersebut adalah

keputusan final dan mengikat;
- Bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, PPK Kecamatan

Topoyo telah melaksanalan rekomendasi dari Panwascam Kecamatan

Topoyo.
3. Tentarg Keterangan Bawaslu (Pihak Terkait)

Bahwa membenarkan keterangan Para Teradu.

4. Tentang Saksi:
Salsi Para Teradu:
Bahwa dalam persidangan tersebut Para Teradu mengajukan saksi atas nama

Fendri (mantan ketua PPK Kecamatan Topoyo) memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokok sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mendapatkan tekanan dan/ataupun

intimidasi dari pihak manapun juga atas pembuatar dan

penandatanganan Berita Acara Nomor 014/BA/PPK-TPY llV l2Ol9 tentang

perhitungan ulang surat sua-ra ditingkat Kecamatan oleh PPK pada kotak

sua.ra nomor 4 (kotak suara tingkat Kabupaten) di TPS 2;

- Bahwa saksi membuat dan menandatangani Berita AcaJa tersebut adalah

semata-mata didasari atas tanggungiawab saksi selaku Ketua PPK. 
',: .*
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Bahwa terhadap keterangan saksi Para Teradu tersebut, Pengadu tidak
memberikan tanggapan dal/ atau keberatan.

Tentang Pokok Aduan 3:
1. Tentang Keterangan Pengadu:
- Bahwa Pengadu tidak dapat memberikan keterangan dan/ atau tidak dapat

memperlihatkan tentang keberadaan Surat Keputusan Para Teradu terkait
pengangkatan lndraswari sebagai anggota PPS Desa Lemba Hada;

- Bahwa Pengadu mendasarkan alasan pengangkatan Indraswari sebagai

anggota PPS Desa Lemba Hada karena adanya tanda tangan Indraswari
pada Berita Acara Nomor: 06/BA/PPS/DS.LHD/XI/2018 tertanggal l1
Nopember 2018.

2. Tentang Keterangan Para Teradu:
- Bahwa Para Teradu hanya dua kali mengeluarkal Surat Keputusan

Pengangkatan PPS yakni: Surat Keputusan Nomor: 13/HK-03-1-
Kpt/76O6lKpu-Kab /llll2O18 tertanggal 9 Maret 2018 tentang Penetapan
dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara SeKabupaten
Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditanda tangani
oleh Ketua KPU sebelum periode Para Teradu, kedua Surat Keputusan
Nomor: 13/HK-03- 1 -Kpt/ 7606/ Kpu-Kab/III/20 18 tertanggal 9 Maret 20 18

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
SeKabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang
dikeluarkan oleh Para Teradu karena Surat Keputusan sebelumnya sudah
berakhir masa periodenya. Adapun Surat Keputusan yang lain adalah Surat
Keputusan revisi atas adanya peflggantian PPS berdasarkan hasil evaluasi;

- Bahwa Para Teradu memberikan klarifikasi sekaligrs memperlihatkan Surat
Keputusan yang dimaksud Pengadu di depan persidangan namun nama
Indraswari sebagai anggota PPS Desa Lemba Hada tidak diketemukan atau
tidak ada;

- Bahwa terkait adanya taflda tangan Indraswari pada Berita Acara Nomor:
06/BA/PPS/DS.LHD/XI/2018 tertanggal 11 Nopember 2018, Para Teradu
tidak dapat memberikan klarifikasi dikarenakan Berita Acara tersebut tidak
ditujukan ataupun tidak ada tembusannya kepada Para Teradu.

3. Tentang Keterangan Bawaslu (Pihak Terkait):
Bahwa membenarkan keterangan Para Teradu.

4. Tentang Saksi:
Bahwa baik Pengadu dan Para Teradu tidak mengajukan saksi dalam
persidangan.

Tentang Pokok Aduan 4:
1. Tentang Keterangan Pengadu:
- Bahwa Pengadu tidak dapat memberikan keteraagan menjelaskan tentang

dugaan atas narna Arman Baharuddin yang di SKkan oleh Para Teradu
sebagai anggota PPK sekaligus sebagai anggota PPS;

2. Tentang Keterangan Para Teradu:
- Bahwa tidak benar Arman Baharuddin yang di SKkan oleh para Teradu

sebagai anggota PPK sekaligus sebagai anggota PPS;
- Bahwa Para Teradu dapat menerangkan dan menunjukkan Surat Keputusan

Nomor: 02lHK.03. l-kpt/ 7606 / Kpu-Kab I I I 20 19 tertanggal 2 Januari 20 1 9
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota panitia pemilihan Kecamatan
Se-Kabupaten Mamuju Tengah Untuk pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun
Anggaran 2019 dalam lampirannya poin 5 Kecamatan pangale tertulis nama

,!.
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dengan urutan sebagai berikut; f fr4u|1ry^lan 2' Arman Baharuddin dan

Surat Keputusa:r' Notot'' 03/HK-03-1-Kpt/7606/Kpu-Kabl-ll2Ol9

tertanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengang!<atan Anggota

Panitia Pemungutan Suara Lingkup Komisi Pemilihaa Umum Kabupaten

Mamuju Tengah Untuk Pemilih"o Urnl,rrn Tahun 2019 pada Tahun Anggaran

2llg arf"m f"mpit*"yt pta" lembar ke Sembilan huruf I Desa

Sartanamajutertulisrr.-"a".rgunurutan;1'Ernisurijar'2'Purwadidart
3. Agu.stinus;

- Bahwa disamping Para Teradu menerangkan sanggahan atas pengaduan

tersebut dengan menunjukkan SK juga Para Teradu menunjukkan Daftar

PenerimaanHonorariurnPPSDesaSartanamajuBulanJanuari2019.dengan
penerima tertulis,,"-" d""g"" urutan; 1' Emi Surijar' 2' Purwadi dan 3'

Agustinus;
3. Tentang Keterangan Bawaslu (Pihak Terkait):

Bahwa tentang hal ini tidak ada taaggapan

4. Tentang Saksi:
Bahwa baik Pengadu dan Para Teradu tidak mengajukan saksi dalam

persidangan.

3. Bahwa Para Teradu menyatakan eksepsi dan jawaban selaku Para Teradu dalam

kapasitas Ketua dan a"Lg"t" KPU Kabupatel. M*'j" Tengah adalah 
-Eksepsi

dan Jawaban yang aitalia tangani oleh kelima Komisioner KPU Kabupaten

Mamuju Tengah ""U.g"i-"'" 
te"tatr diterangkan diatas' adapun eksepsi dan

:.*auL dilu; dadpad; itu adalah tanggrngjawab individu Para Teradu

W. BUKTISURATPARATERADU
Bahwa berhubung adanya kesalahan pengrsunan bukti surat Para Teradu,

maka dalam kesimpulan ini Para Teradu akan melakukan PenYu.sunan ulang

bukti surat sebagaimana fisiknya yang telah diserahkan pada persidaagan

2 September 2019 hanya saja menghilangkan satu bukti surat karena

Para Teradu mengganggap bukti surat tersebut tidak substansi untuk diajukan

va-kni bukti PT-24 Foto Copy Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua

(DPTHP 2) Kecamatan ToPoYo dan Kecamatan Budong-Budong sebagai berikut

x

KETERANGANDIBERI
TAI{DAURAIANNO

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan 1

dal untuk mendukung
dalil Para Teradu

PT- 1Sementara (DPs) Pemilihan Umum
Tahun 2019 Oleh KPu KabuPaten

milihulasiRekapi PeDaftartotoF copy

Mamu u Ten ODELA. 1.1. KPU
1

Bukti Sanggahan
Pokok Permasa-lahan 1

dan untuk mendukung
dalil Para Teradu

2
Foto Copy Rincian Pemilih Potensial
Non KTP-el (MODEL A.C.3-KPU)

PT-3

Foto Copy RekaPitula
Sementara Hasit Perbaikan (DPSHP)

Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh
Kpu Kabupaten Mamuju Tengah
MODELA.2.1, KP

si DaJtar Pemilih

|)

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan I
darr untuk mendukung

dalil Para Teradu

Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun
2019 Oleh KPU KabuPaten Mamuju

Foto Copy RekaPitulasi Da-ftar Pemilih

Ten MODEL A.3.1.

4

dan untuk mend

Bukti Sanggahan
Pokok Permasa-1ahal 1Pt-sFoto Copy Rekapitulasi Peru

DaJtar Pemilih Tetap (DPT) PEMILIHAN
MUM TAHUN 2019 Oleh KPU

bahan

U
5

tangga-1

lt -2

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan I
dan untuk mendukung

dalil Para Teradu

PT-4
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Kabupaten Mamuju Tengah (MODEL dalil Para Teradu

6

Foto Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan- 1 (DPTHP- 1)

Pemilihan umum tahun 2019 Oleh
KPU Kabupaten Mamuju Tenga-h

oDELA.3.1. KPU

PT-6
Bukti Sanggahan

Pokok Permasalahan 1

dan untuk mendukung
dalil Para Teradu

7

Foto Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan- 1 (DPTHP-1)
Kabupaten Mamuju Tengah (InPut
SIDALIH

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan 1

dan untuk mendukung
dalil Para Teradu

8

Foto Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2)
Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh
KPU Kabupaten Mamuju Tengah

ODEL A.3.1.

Pt-8
Bukti Sanggahan

Pokok Permasalahan 1

untuk mendukung
dalil Para Teradu

9

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan I
dan untuk mendukung

da1i1 Para Teradu

10.

Foto Copy DaJtar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikaa Kedua (DPTHP 2)
Kecamatan Topoyo dan Kecamatan
Budong-Budong

PT- 10

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan 1

darr untuk mendukung
dalil Para Teradu

Foto Copy Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2
KEDUA) Pemilihan Umum Tahun 2019
Oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah
(MODEL A.DPfHP2. 1. KPU)

Pf-11
Bukti Sanggahan

Pokok Permasalahan 1

darr untuk mendukung
dalil Para Teradu

1a
Foto Copy Rekapitulasi dan Penetapan
Da-ft.ar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Ketiga

PT_12

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan i
dan untuk mendukung

dalil Para Teradu

13

Foto Copy Rekapitulasi DaJtar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-
3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh
KPU Kabupaten Mamuju Tengah
(MODELA.3.1. KPU)

PT- 13

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan I
dan untuk mendukung

dalil Para Teradu

t4.
Foto Copy salinan Putusan Mahkamah
Konstitusi dengan Nomor Perkara 38-
1 3-28l PHPU.DPR-DPRD-XVII/ 20 1 9
Tanggal 6 Agustus 2019

PT_ 14

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan 2
dan untuk mendukung

da1il Para Teradu

15.

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahaa 2
dan urrtuk mendukung

dalil Para Teradu

16.

Foto Copy Surat Paaitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Topoyo
menerbitkarr surat nomor:
223lK.PANWCASLUCAM-
TPY/TU0O.0 1 / IV/20 1 9 Perihal
Rekomendasi Penghitungan Suara
Ulang

Pt- 16

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan 2
dan untuk mendukung

dalil Para Teradu

17.
Foto Copy Berita Acara Nomor:
0 15/ BA/ PPK-TPY / lV I 20 19 tertanggal
24 Api12Ol9

w-1.7

18. PT- 18 Bukti Sanggahan

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan 2
dan untuk mendukung

dalil Para Teradu
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A.3.1. KPU)

n-7

Foto Copy Surat Bawaslu Nomor:
101/K.Bawaslu.SR-
04/ PM.00.0 I / xll I 20 18 Tanggal 03
Desember 2018 Perihal Saran
Perbaikan DPTHP-2 Pemilu 2019

PT_9

11.

Foto Copy Berita Acara PPK Kec.
Topoyo Kab. Mamuju Tengah Nomor
0 14l BA/ PPK-rPY / rv / 20 19

PT- 15

Foto Copy Surat Keputusan Nomor: i--<..)



Pokok Permas alahan
3/4 dan untuk

mendukung da-lil Para
Teradu

Kp
Kab

tiaPani
Kab

ahunilihan

u667 01 K30c1 HK pt
10 8cMaret9t10 8II a ertanggal

tanenPdartta gkane gaJlPe pantentang
aarq utanunemPa guAnggot

kuntUTu enarnnte Mu gahuJSe pa
02 91TmU umPem

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan

3/4 dan untuk
mendukung dalil Para

Teradu

PT- 19

03 /HK-03- i-KPt I 7606 I KPu-
wiatltzotg tertanggal 2 Jarntori 2ol9
tentang Penetapan dan Pengangkatart
Anssoti Panitia Pemungutan Suara
Linlgiup Komisi Pemilihan Umum
Kablupaten Mamuju Tengah Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada

Foto CopY Surat Keputusan Nomor

2019Tahun

19.

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan

3/4 dan untuk
mendukung dalil Para

Teradu

?T -20

1 7 / HK-03- 1 -KPt I 7 606 I KPt:'-

Kab lltl2Ol9 tertanggal 18 Februari
20 1b tentang Pemberhentian Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Se-

Kabupaten Mamuju Tengah tahun
2019

Foto CoPY Surat Keputusan Nomor:

20.

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan

3/4 dan untuk
mendukung dalil Para

Teradu

fr -2r

1 9 / HK-03- 1 -KPt / 7 606 / KPtt-
Kab l11l2Ol9 terta,nggal 18 Februari
2019 tentang PenetaPan dan
Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara LingkuP Komisi
Pemilihaa Umum KabuPaten Mamuju
Tengah Untuk Pemilihal Umum
Tahun 2019 Pada Tahun Anggaran

noto CoPY Surat Keputusan Nomor:

20t9

21.

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan

3/4 dan untuk
mendukung dalil Para

Teradu

w -22

Foto Copy Surat Keputusan
20lHK-03- 1-KPt I 7606 I KPU-
Kab / lll I 20 19 tertanggal 7 Marct 20 19

tentang Pemberhentian Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Se-

Kabupaten Mamuju Tengah tahun

Nomor:

20t9

tc

PT -23

Foto Copy Surat Keputusan
2 1 / HK-03- 1 -KPt I 7 606 / KPtt'
Kab lllll2}Lg tertanggal 7 Maret 2019
tentang Penetapan dan Pengangkatan
Anggota Panitia Pemungutan Suara
Lingkup Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada

Nomor:

Tahun An at 2019

a,).

vl -24
Bukti Sanggahan

Pokok Permasalahan 4
dan untuk mendukung

dalil Para Teradu

Foto Copy Surat KePutusan Para
Teradu dengan Nomor: 02/HK.03.1-
kpt I 7 606 I Kpu-Kab / I / 20 19 tertanggal
2 Januari 2019 tentang Penetapan dan
Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten
Mamuju Tengah Untuk Pemilihart
Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran
20t9

24.

Bukti Sanggahan
Pokok Permasalahan

3/4 dan untuk
mendukung dalil Para

Teradu

*
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V.KESIMPULAN
Berdasarkan fakta-fatcta pemeriksaan perkara di persidangan dikaitkan dengan
materi aduan Pengadu, bukti-bukti surat, saksi serta keterangan Para Teradu yang

mendukung dalil para teradu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Teradu
teiah berhasil melemahka:r aduan Pengadu dan sebaliknya Pengadu tidak dapat
membuktikan dalil aduannya.

[2.1U PrHAr( TERXATT
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAII
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua dan/ atau Anggota

Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Selaku Pihak Terkait dan memberikan
keterangan bahwa dalam setiap tahapan pernutakhiran data pemilih selalu melakukan
pengawasan. Bahwa Pihak Terkait melakukaa Penceflnatan terhadap potensi Pemilih

Ganda dal selalu memberikan Rekomendasi terhadap data ganda kepada para Teradu
sebelum penetapan DPT. Bahwa Rekomendasi dafi Pihak erkait selalu dilaksanakan
oleh Para Teradu dan Pihak Terkait memastikan tidak ada lagi NIK yang Ganda. Pihak
Terkait menjelaskan tidak adanya PSU dan PSL di Kabupaten Marnuju Tengah. Pihak
terkait menjelaskan bahwa Pengadu tidak pernah datang ke Kantor Bawaslu
Kabupaten Mamuju Tengah untuk membuat laporan terkait NIK ganda ataupun
masaiah yalg lain.

III. I(EWENANGAN DKPP DAN KEDI'DUKAN HUKUM

[3.1t Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait
dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedornan Perilaku Penyelenggara Pemilu
yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkaa pokok pengaduan Pengadu,
Dewal Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih
dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan pengadual sebagaimana berikut:

Keweaangaa DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara
Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (21 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan
adanya dugaan pelanggaraa kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU,

arggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota
Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota".

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2077
tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melalukan pelaaggaran kode
etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

b. Memanggil Pelapor, saksi, darl/ atau pihak-pihak lain yang terkait untuk
dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;

c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar
kode etik; dan

d. Memutus Pelanggaran Kode Etik
Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat 12) Peraturan DKPP Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

s
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Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan

oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu'

maka DKPP berwenalg untuk memutus pengaduan a guo;

Kedudukan Hukum
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

iafrun zotz juncto pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang
pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengaa

peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor

3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan

tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara

tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat'

dan/ atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP'

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan

DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara

Pemilu sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentatg Pedoman

Beracara Kode Etik Penyeienggara Pemilu sebagai berikut:
"Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

oleh:
a. Penyelenggara Pemilu;
b. Peserta Pemilu;
c. Tim Kampanye;
d. Masyarakat; dan/ atau
e. Pemilih'.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalarn Pasal

4 ayat (21 huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2077 terrlang Pedoman Beracara

Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratural DKPP Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu

memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a guo;

[3.{ Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengadua]r a E1o, para

Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a

qto, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

tV. PERTIMBANGANPUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu

diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedomal perilaku penyelenggara Pemilu

dalam tindakannya sebagai berikut:

[4.1.1t Para Teradu tidak menindaklanjuti temuaa Bawaslu Mamuju Tengah terkait
adanya 7.000 (tujuh ribu) DPT Ganda berupa DPT Ganda NIK, nama atau alamat

sama. Tindakan tersebut diduga untuk kepentingan melolOskan salah satu keluarga

dari Teradu I atas nama Fatahuddin Al-Gafrqih dari Partai Amanat Nasional (PAN)

Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 3 dart Saudara dari Teradu II atas nama Nasrullah

dari Partai Kebangkitaa Bangsa;

[4.1.2] Para Teradu melakukan intimidasi kepada PPK Kecamatan Topoyo urrtuk
menghilangkan 2 suara di TPS 02 Desa Topoyo karena terdapat selisih hasil
penghitungan suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan, serta memaksa PPK

KecamatanTapoyountukmembuatBeritaAcaraNomor014/BA/PPK-TPyllvl2ol9;>



[4.1.3] Para Teradu melakukan perubahan Susunan PPS tidak sesuai prosedur.
Melalui SK Nomor 13/HK-03- 1-Kptl76O6 /Kpu-Kab /llll2OLB tanggal 9 Maret 2018,
Para Teradu menetapkan anggota PPS di Desa Leba-h Hada Kecamatan Budong-Budong
atas nama Abdul Rahmaa, Aser dan Marten Tandilangi. Namun Teradu I secara

sepihak mengganti Marten Tandilangi dengan Indraswari tanpa melalui proses seleksi.

Para Teradu kembali melakukan perubahan susunan PPS Desa Lebah Hada dengan

menerbitkan SK Nomor 03/HK.03.1-Kpl/7606 /Kpu-Kab/l/2019 tanggal 2 Januari
2079 yangmenetapkan Abdul Rahman, Aser darr Sinar Alam;

[4.1.4] Para Teradu menerbitkan SK pengarrgkatan Anggota PPK Kecamatan Pangale

atas nama Arman Baharuddin melalui SK Nomor 02/HK.03.1-kptl76O6lKpu-
Kablll2Olg tanggal 2 Januari 2019, dimana pada saat bersarnaan Arman Baharuddin
juga ditetapkaa sebagai Anggota PPS Desa Sartana Maju melalui SK Nomor

03/ HK.03. 1 -kpt / 7 606 / Kpu-Kab / I / 20 19 tanggal 2 Januari 20 1 9.

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokokflya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan:

[4.2.1] Bahwa Pengaduan Pengadu adeJeh enor in persona dengan alasan status
Pengadu tidak jelas sebagaimana dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan DKPP RI Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
sebagaimaaa diubah dengan Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
yang mengatur Pengaduan dan/atau Laporan adalah pemberitahuan adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diqjukar secara tertulis oleh
Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan
rekomendasi DPR. Identitas Pengadu dalam surat aduannya sebagai wartawarr dari
Lembaga Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, tidak masuk dalam pihak yartg dapat
menyampaikan aduan sebagaimana dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian
cukup berdasar secara hukum aduan Pengadu tidak dapat diterima (niet ontuanklijk
uerklaard). Menurut Para Teradu aduan Pengadu bersama dengarr oknum internal KPU
Kabupaten Mamuju Tengah sengaja menjatuhkan kredibilitas KPU Mamuju Tengah
yang telah bekerja keras menyukseskan pesta demokrasi di Kabupaten Mamuju
Tengah. Hal ini terlihat dari dokumen-dokumen yang dilampirkal Pengadu yang
seharusnya hanya konsumsi intemal KPU Kabupaten Mamuju Tengah, tidak untuk
dimiliki oleh pihak lain yang tidak berkepentingan, karena dokumen-dokumen tersebut
tidak pernah dikeluarkan secala resmi. Selanjutnya terkait pemutakhiraa data, para
Teradu telah melakukan pemutakhiran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 11 Tahun
2018 tentang Pen5nr.sunan Daftar Pemilih Dalam Negeri. Selain Daftar Pemilih Tetap
(DPT), Para Teradu juga telah melakukan pendataan terhadap Daftar Pemilih Khusus
(DPK), yaitu pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT dat'r DPTb.
Selain itu Para Teradu telah melakukan pembagian TPS berdasarkan masukan PPK
sesuai dengan kondisi geografis dan jarak tempuh di setiap kecamatan maka TPS di
Kabupaten Mamuju Tengah yang sebelumnya 250 TPS bertambah menjadi 350 TPS.
Untuk memaksimalkan va-liditas dan keakuratafl daftar pemilih, Para Teradu
selanjutnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk me berikan masukan
dan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Sementara. Selama tahapan tersebut, banyak
tanggapan dan masukan dari masyarakat sehingga Daftar Pemilih mengalami
perubahan darr dilakukar rekapitulasi di tingkat kabupaten Mamuju Tengah pada
tanggal 22 Jttli 2018 dimana teq'adi pengu.rangan jumlah pemilih sebanyak 12.6s6 dari
DPS menuju DPSHP yaitu pengurangan pemilih dari 78.468 menjadi 6s.g12. terkait
Daftar Pemilih retap, terjadi penambahan pemilih sebanyak 4.43s yaitu 6s.912
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(DPSHP) menjadi 70.247 (DYf). Pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap pada tingkat

Provinsi Sulawesi Barat, rekapitulasi mengalami perubahan dengan adanya

rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rekomendasi tersebut masih

ditemukan data ganda sebanyak 63 yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, dan

dilakukan penghapusan di Aplikasi sidolih sebanyak 63 pemilih tersebut sehingga

rekapituiasi Daftar pemilih Tetap Kabupaten Mamuju Tengah dari 70.247 menjadi

7O.7a4. Terkait Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan- I (DPTHP- 1), berdasarkan Surat

Edaran Ketua KPU RI Nomor 1033/PL.O 1.2-SD/01/ KPU/IX/2018 tanggal 07

September 2018 tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka pada 14

september 2018 untuk Tingkat KPU Kabupaten, para Teradu melaksanakaa Rapat

Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Pertama (DPTHPI). Pada saat

penetapan DaJtar Pemith Tetap Hasil Perbaikan- 1 (DPTHP-I) Pada tingkat Provinsi

Sulawesi Barat, rekapitulasi mengalami pembahan dengan adanya rekomendasi dari

Bawaslu provinsi Sulawesi Barat. Dalam rekomendasi tersebut masih ditemukan data

ganda sebanyak 24 pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil

Perbaikan- I (DPTHP- 1) dan dilakukan penghapusan dalam sidalih sehingga

rekapitulasi Daftar PemilihTetap Hasil Perbaikan- 1 (DPTHP- 1) Kabupaten Mamuju

Tengah dari 70.512 menjadi 70.488. Terkait Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2

(DPTHP2), berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01 ll<PU llxl2olS tanggal 20 september 2018

perihal PenyempurnaErn DPTHP- I atas rekornendasi Bawaslu dan masukan Partai

Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil
perbaikan (DPTHP- 1) di KPU RI, maka Para Teradu melakukan rekapitulasi dan

penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan kedua (DPTHP2) dimana ada peningkatan

pemilih sebanyak 1.792 pemilih, yaitu dari 70.488 menjadi 72.280. Dengan demikian,

sumber data pemilih dari 70.488 menjadi 72.280 adalah 70.488 DPf + 2.806 Pemilih

Baro = 73.294 - 823 data TMS = 72.471- 190 data AC = 72'281 - 1 data ganda =

72.280 DPTHP-2. Setanjutnya Para Teradu kemabli melakukan Rapat Pleno Terbuka

Rekapituiasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap llasil Perbaikan Dua (DF'IHP-2)

Kedua pada tanggal 1- Desember 2019. Berdasarkan rapat pleno tersebut, ditemukan
potensi pemilih pengguna KTP-e1 sebanyak 1.555 dan pemilih ini bertambah dengan

jumlah yang sangat signifikan sebagai akibat dari progress dari disdukcapil terkait

perekaman dan pencetakan KTP-el sampai pada tanggal 17 April 2019. Selain itu Para

Teradu menjelaskan tidak benar adaya manipulasi pemutalhiran data yang dilakukan

Teradu Suriady Rahmat dan Teradu Nasrul. Para Teradu melakukan pemutakhiran

data pemilih sesuai tahapan dan bertinglat serta dikontrol Pengawas Pemilu, Partai

Poiitik, LSM dalr Masyarakat. Terpilihnya peserta Pemilu yang merupakan keluarga

dari Suriady Rahmat atas nama Fatahuddin At-Gafrqih karena upaya yang dilakukan
yang bersangkutan apalagi berstatus sebagaj calon petahana. Demikian dengan

terpilihnya saud.ara Teradu Nasrul, atas nama Nasrullah, bukan karena intervensi

Teradu. Pengaduan Pengadu sangat tendensius, karena dari permasalahan data

pemilih yang disampaikan Pengadu dalam aduannya tidak ada satupun yang dari

daerah pemilihan Karossa dimana Nasrullah mencalonkan. Oleh karenanya tidak ada

hubungan kausalitas antara permasalahan daftar pemilih dengan upaya Teradu

(Nasrul) dalam meloloskan saudaraaya sebagai calon DPRD Kabupaten Mamuju

Tengah tersebut.

[4.2.2] Terkait dalil aduan Para Teradu dengan sengaja melakukan intimidasi terhadap
PPK Kecamatan Topoyo untuk menghilangkan 2 suara di TPS 02 Desa Topoyo karena
terdapat selisih hasil hitung suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan, dan memaksa
PPK Kecamatan Topoyo membuat Berita Acara Nomor 014/BA /PPK-TPY llV 12019, Para
Teradu menjelaskan pokok aduan tersebut telah diperiksa dan diputus olehi
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Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara Nomor 38-13-28/PHPU'DPR-DPRD-

XVII/2019 tanggat 6 Agustus 2019 dengan amar menolak permohonaa Pemohon untuk

seluruhnya. Dalam pertimbangan tvtK, ketidaksesuaian jumlah pemilih dalam Berita

Acara ppK Kecamatan Topoyo i.lomor 014/BA/PPK-TPY/N/2019 dengan jumlah surat

suara yang digunakan berdasarkan Cl, dimana jumlah pengguna hak pilih sebanyak

241 pemilih, tapi setelah dilakukan pengldtungan ulang' surat suara yang digunakan

sebanyak 239 sesuai d";; torrnuti'- C t ' ienghitungan ulang atas rekomendasi

Perrga:*"s Pemilihan Urrr:um Kecamatan Topoyo menerbitkan . 
Snrat. Nomor

zzsjr.eeNwcASLUCAM-Tpy lrvoo.otlrv12019 perihal Rekomendasi Penghitungan

Suara lllang tanggal 19 April 2019' Fakta yang terungkap dalam persidangan MK

bahwa selisih 2 (dua) pemitltr dikarenakan terdapat pemilih yang tidak memiliki hak

untukmemilihdalampemilihanDPRDKabupaten/Kotakafenahanyamendapat4
(empat) surat suara darr pemilih yang bersangkutan tidak keberatan Oleh karena itu

jumlah suara sa-h ".-. i"t'gt" p""gg""u hak pilih sebanyak 239 suara' Selain itu

dalam kutipan putusan MK;ba;aim;na dalam kronologi jawaban Para Teradu' Para

Teradu menjelaskan rekomendasi Panwascam Kecamatan Topoyo Nomor

223/K.PANWCASLUCAM.TPYlTvoo.olllvl20lgPerihalRekomendasiPenghitungan
Suara Ulang tanggat 19 April 2019 ditindaklanjuti PPK Kecamatan Topoyo dengan

melakukan Penghitungan Suara Ulang dan menghasilkan jumlah suara sah sebanyak

22g suaradan suara tidak sah sebanyak 11 suara, sehingga jumlah surat suafa yaig

digunakan sebanyak 239 suara sebagaimaaa tercantum dalam Berita Acara Nomor

o 15/BA/ppK-Tpy lNl2olg tanggal zi dprn 2019. Atas hasil tersebut, terdapat saksi

yang mengajukan keberatan kaiena berdasarkan Formulir Model c7 DPT TPS 02 Desa

Topoyo, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 241 otang' Terhadap permasalahan

tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan kajian dan

memutuskan bahwa terja& pelarrggaran kode etik yang ditakukan oleh KPPS TPS 2

Desa Topoyo karena tiiat L".,gt'ittrr'g ulang surat suara yang diterima sebelum

melaksanakan pemungutar ",,,ta', 
d"' tidak segera melakukan koordinasi ke PPK

Topoyo untuk mengatasinya sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah'

[4.2.3] Terkait dalil Para Teradu melakukan perubahan Susunan PPS dafl PPK tida]

"""rl"i 
p.o""dur, Para Teradu menerangkan perubahan susuna-n PPS terjadi ketika

para Teradu menerbitkan SK Nomor 13 /HK-03- 1-Kpt/7606/ Kpu-Kab ll1ll2018 tanggal

gMaret20lsyangmengangkatPPSdiDesaLebahHadaKecamatanBudong-Budong,
atas nama Abdul Rahman, Aser dan Marten Tandilangi. Namun Teradu I diduga secara

sepihak mengganti Marten Tandilangi dengan Indraswari ta-npa melalui proses

perekrutandanseleksisesuaiaturarr.KemudiaaParaTeradukembalirnelakukan
perubahansusunanPPSDesaLebahHadadenganmenerbitkanSKNomor-OS7UX.OS. 

t-fp !7606lKpu-Kab ll/2}19 tertanggal 2 Januari 2079 yang mengang!<at

Abdul Rahman, Aser dan Sinar Alam. Para Teradu dengan tegas menola.k dalil aduan

Pengadu.ParaTeradumenjelaskanpadagMaret2Ol8ParaTeradumengeluarkan
Surat Keputusan Nomor 13/HK-03- 1-Kptl76O6 /Kpu-Kab /III/2018 tentang Penetapan

danPengangkatanAnggotaPPSSe.KabupatenMamujuTengahUntukPemilihan
umum Tahun 2019. Surat Keputusan tersebut berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan

terhitung seja-k bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018. Dalam lampiran

surat keputusan tersebut pada halaman 1 (satu) huruf c. Desa Lebah Hada tertulis

namaAbdulRahman,Aser,MartenTandilangi.Padatanggal2Januari2019,para
Teradu mengeluarkan surat Keputusan Nomor 03/ HK-03- 1-Kpt/ 7606/Kpu-

Kablll2Olg dan telah melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh Panitia Pemilihan

Suara, maka berdasarkal laporan dari Panitia Pemilihan Desa Lebah Hada, Marlen

Tandilangi yang tidak aktif dalam menjalankan tugasnya digantikan oleh orang'Jain.-,
3,

39



Sehingga dalam lampiran Surat Keputusan tersebut pada halamarl 1 (satu) urutan

huruf c. Desa Lebah Hada tertulis nama dengan urutaa Abdul Rahman, Aser dan

Sinar Alam. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2019, para Teradu juga mengeluarkart

surat Keputusan Nomor 21/HK-03- 1-Kpt/7606/Kpu-Kab /I1112019 tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Lingkup Komisi Pemilihan

Umum Xatupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tahun

Anggaran 2019. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut pada halamaa 1 (satu)

urutan huruf C. Desa Lebah Hada tertulis nama dengan urutan Abdul Rahman, Aser

dan Sinar Alam. Sedangkan adanya kekeliruan terkait tanda tangan Indraswari yang

bukan anggota PPS dalam dokumen daftar pemilih hasil perbaikan pada Berita Acara

Nomor06/BA/PPS/DS.LHD/x|l2olstanggalllNopember2018adalahperistiwa
yang sangat keliru jika Para Teradu ditempatkan sebagai pihak yarg

bertaaggungiawab.

[4.2.4] Terkait daiil Para Teradu membuat Surat Keputusan penetapan dan

pengangkatan susunart PPK atas nama Arman Ba-haruddin yang bertugas di PPK

p".,g,t" sesuai SK Nomor 02lHK.o3.1.kpt/7606 lKpu-Kab ll l20 19 tertanggal 2 Januari

2019, dimana Para Teradu juga membuat SK Penetapan dan Pengangkatan PPS

dengan SK Nomor o3/HK.03.1-kpt/7606/Kpu-Kab l1/2o19 dengan memuat atas nama

Arma-n Baharuddin bertugas di PPS Desa saftaIla Maju Kecamatan Pengale. surat

Keputusan Para Teradu dengan Nomor 02lHK.03.1-kpt/7606/KpvKab/112019
tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Se-

Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan umum Tahun 2019 dalam lampirannya

poin 5 Kecamatan Paagale tercantum nama dengan urutan Muhajir dan Arman

Baharuddin. Bahwa selanjutnya surat Keputusan Para Teradu dengan Nomor: 03/HK-

03-i-Kpt/7606 lKpvKabll/2019 tertanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan suara Lingkup Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tahun

Anggaran 2019 dalam lampirannya pada lembar ke sembilan huruf I Desa

Sartalamaju tertulis nama dengan urutan; 1 . Emi Surijar, 2 ' Purwadi dan 3'

Agustinus. Erni Surijar adalah pengganti Armaa Baharuddin yang masuk dalam

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangale. Hal tersebut dibuktikan dan di dukung

oleh Dokumen DaJtar Nominatif Pembayaran Uang Honorarium PPS Desa Sartamaju

Kecamatan Pangale Bulan Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretariat PPS Desa

Sartamaju, atas nama Arman Baharuddin tidak terdapat dalarn daftar penerima uang

honorarium tetapi sudah digantikan atas nama Erni Surijar;

[4.3] Menimbang jawaban dan keteranga:: Pengadu, Para Teradu, dan bukti dokumen

serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat;

[4.3. U Datil Para Teradu tidak menindakianjuti temuan Bawaslu Mamuju Tengah

terkait adanya 7.0O0 (tujuh ribu) DPT Ganda, terungkap fakta Para Teradu telah

melakukan pemuktahiran Data Pemilih dengan beberapa tahapan, antara lain
menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemitih Sefirentara Hasil Perbaikan
(DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan- 1 (DPTHP-1)

dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP2). Selain rnelakukan pemutakhiran
Data Pemilih, Para Teradu juga membentuk TPS di kabupaten Mamuju Tengah

berdasarkan kondisi geogralis dan jarak tempuh di setiap kecamataa, yang

sebelumnya berjumlah 250 TPS menj adi 350 TPS. Pada tanggal 17 Juni 2018 Para
Teradu melakukan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), dimana jumlah
Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebesar 78.468 Pemilih dari 5 Kecamatan se-

Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam pleno tersebut masih ditemukan pemilih potensial
Non KTP-el sebanyak 16.422 yang tidak bisa dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih
karena belum memiliki KTP-el sebagai sya-rat untuk memilih. Selaajutnya untuk

>Y
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memaksimalkan validitas daftar Pemilih, Para Teradu memberi kesempata-n

masyarakat untuk memberi tanggapan terhadap DPS' Atas tanggapa-n masyarakat

tersebut, Daftar pemilih mengalami- pe.ubahan dalam rekapitulasi pada tanggal 22 Juli

2018, dimana terjadi pengurangan jumlah pemilih sebanyak 12'656 dari DPS menuju

DPSHP yaitu dari 78.468 menladi 65.812 dalam DPSHP' Setelah pengumuman DPSHP'

daftarpemilihjugamengalamibeberapakaliperbaikansesuaitahapan'programdan
jadwal baftar iemilih Tetap (DPT), yaitu terjadi penambahan pemilih sebaryak 4 435'

dari 65.812 (DPSHP) -"tt1"ai zo.iiz (oW\ ' Pada saat penetapai DPI tinglat Provinsi

Sulawesi Barat, Bawasiu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan rekomendasi

perbaikan karena masih ditemukan data ganda sebanyak 63 Pemilih' Para Teradu

menindaklanjuti dengan menghapus sebanyak 63 jumlah pemilih sehingga DPT

KabupatenMamujuTengahdari,TO.24TmenjadiTo.|S4.Selanjutnyapadatalggal14
September 2018, Para Teradu mela-kukan Pleno Penetapan DPTHP-I berdasarkan SE

KetuaKPURINomorlo33/PL.o1.2.SD/01/KPU/X/2O18tanggal07September2018'
tentangPenyempurnaanDaftarPemilihTetap(DPT).DalamPlenoDPTHP.Iditetapkan
70.512 pemilih. Akan tetapi dalam penetapan DPTHP- 1 tingkat provinsi, rekapitulasi

mengalami perbaikan karena masih ditemukan 24 data ganda' sehingga jumlah

pemitihDPTHP.Isemula70.512menjadi70.488'KemudiaaberdasarkanSEKetua
ipu zu No-o. togg/pL.o2.l-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal

PenyempumaanDPTHP-IatasrekomendasiBawasludanmasukanPaltaiPolitik
Peserta Pemilu, Para Teradu melakukan rekapitulasi darr penetapan Daftar Pemilih

Hasil Perbaikan kedua (DPTHP2). Dalam DPTHP2 terdapat peningkatan pemilih

sebanyakl.Tg2pemilihsehinggatotalnyamenjadiT2,2S0.Terungkapfaktadalam
persidangan,BawasluKabupatenMamujuTengahselakupiha-kterkaitmembantah
pe.nah merekomendasikan adanya Daftar Pemitih Tetap (DPT) Ganda sebanyak 7.000

(trj..r, aurr) Pemilih dalam proses penyusunan Daftar Pemilih. Akan tetapi Bawaslu

Kabupaten Mamuju Tengah pernah menyampaikan rekomendasi dalam Surat Nomor

101/i.Bawaslu.SR-04/pM.oo.o 1/xII/2018 tanggal o3 Desember 2018 Perihal saran

Perbaikan DPTHP-2 Pemilu 20 19 terhadap 43 1 pemilih potensi ganda dan teiah

ditindaklanjuti oleh Para Teradu. DKPP menilai alasan Para Teradu dapat dibenarkan

menurut hukum dan etika. Para Teradu telah melaksanakan tugas da:r wewenangnya

dalam menyusun daftar pemilih dengan mengacu pada ketentuan Peraturan KPU

Nomor 11 tahun 2018 tentang Penjrusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri. Dengan

demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkart

DKPP;

14.3.2] Da1il Para Teradu melakukan intimidasi kepada PPK Kecamatan Topoyo untuk
menghilangkan 2 suara di TPS 02 Desa Topoyo karena terdapat selisih hasil

penghitungan suara, terungkap fakta ketidaksesuaian jumlah pemilih dalam Berita

Acara PPK Kecamatan Topoyo Nomor 014/BA IPPK-IPY /IV 12019 dengan jumlah surat

suara yang digunakan berdasarkan c1 telah dilakukan penghitungan ulang oieh PPK

Kecamatan Topoyo. Jumlah pengguna hak pilih pada Formulir DAA- 1 Desa Topoyo

sebanyak 241 pemitih, tapi setelah dilakukan pencermatan formulir cl, surat suara

yang digunakan sebanyak 239. Penghitungan ulang dilaksanakan atas rekomendasi

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Topoyo berdasarkan Surat Nomor

223IK.PANWCASLUCAM-TPYITUOO.OIlIV/2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan
Suara Ulang tanggd t9 April 2019. Selisih 2 (dua) Pemilih te{adi karena terdapat
pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih disebabkan tidak tersedia surat
suara calon anggota DPRD Kabupaten sehingga oleh KPPS hanya diberi 4 (empat) surat
suara, akan tetapi pemilih tersebut tidak keberatan. Selain itu Para Teradu
menj elaskan setelah PPK Kecamatan Topoyo menindaklanjuti rekomendasi Panwascam
Kecamatan Topoyo Nomor 223IK.PANWCASLUCAM-TPY/TU00.0 i /lV/20 19 Perihal
Rekomendasi Penghitungan Suara Ularg tanggal 19 April 2019 terdapat perbaikan^*



data jumlah suara sah sebanyak 228 suara dan suara tidak sah sebanyak 11 suara'

sehingga jumlah surat suarl yang digunalan lbanVak 239 suara sebagaimana

tercartum dalam Berita Acara- Notor btsTneT eer-TPY/IV/ 20 19 tanggat 24 April

2019. Atas hasil penghitungan ulang tersebut, terdapat saksi yang mengajukan

keberatan karena berdas"tti f'ot"''ti' Model C7 DPt TPS o2 Desa Topoyo' jumlah

pengguna hak pilih ""U*y"t 
241 orang' fawlslu Kabupaten Mamuju Tengah telah

melakukan kajiaa dan metutuskan tedadi pelanggaran kode etik KPPS TPS 2 Desa

Topoyo karena tidak menghitung uiang surat suara yang diterima sebelum

melaksanakan pemungutan "t"'"' DNPP meniiai PPK Kecamatan Topoyo telah

melakukan rekapitulasi perolehan hasil suara sesuai mekanisme dengart

menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan' Berdasarkan

keterangan Saksi Fendri selaku mLtan Ketua PPK Kecamatan Topoyo tidak ada

tekanandanintimidasiParaTeradudalampefubuatanBeritaAcaraNomor
014/BA/PPK-TPY IIV /2}lg. Selain itu terungkap fakta pokok aduan tersebut telah

diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 38- 13-

28/ PHPU.DPR-DPRD-XVII/ 2019 targgal 6 Agustus 2019' Amar Putusan MK menolak

permohonan Pemohon untuk seluruhnya' Berdasarkan fakta tersebut' dali1 aduan

P"rrg"dr., tidak terbukti dan j awaban Para Teradu meyakinkan DKPP'

[4.3.3] Dafil Para Teradu-melalcukan perubahan Susunan PPS tidak sesuai prosedur'

terungkap fakta pada tanggal 9 Maret 2018 Para Teradu mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor 13/HK-oI-i-xpt/zoO6lKpu-Kab/I[/2018 tentang Perretapan dan

Pengangkatan Anggota ePS Se-Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Umum

Tahun 2019 dengan masa tugas fO (sepuluh) bulan sejak Maret hingga Desember

201g. Dalam sK tersebut, ppJoesa l,emuar, Hada yang ditetapkan atas nama Abdul

Rahman, Aser dan Marten Tandilangi' Dengan berakhirnya masa tugas PPS 
-dalam 

SK

Nomor 13/HK-03- 1-Kpt/7606 /Kpu-Kab/III/20 18' pada tanggal 2 JT"T- 20 19 Para

Teradu menerbitkan SK Nomor 03/HK-03- 1-Kptl76}6lKpu-Kab ll l2ol9 tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Lingkup KPU Kabupaten Mamuju Tengah

untukPemilihanUmumTahun20lg.SebelummenerbitkansKtersebut,ParaTeradu
melakukan evaluasi kinerja seluruh PPS' dimana Marten Tandilangi diketahui telah

tidakaktifmenjalankantugas.BerdasarkanhattersebutParaTeradumenggantiPPS
Desa Lebah Hada menjadili.ru, eu-. Temngkap fakta pada tanggal 7 Maret 2019

ParaTeradumengeluarkanSKNomor20/HK.03.1-Kpt/7606/Kpu.Kabllll|120119
tentang Pemberhentian PPS Se-Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019 yang

memberhentikalranggotaPPSDesaSalumanurungKecamatanBudong.Rr:dongatas
namaMarmiahkarenamengajukanpengundurandiri.BersamaandenganSKtersebut'
para Teradu kembali L"rr"rtitt* sK Nomor 21lF{K-03- 1-Kptl7606lKpru-

Kab lllll2Olg tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Lingkup KPU

Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019' dimana dalam

ta-p;t.r, SK pada halaman I (satu) huruf C' Desa Leba-h Hada tetap tercantum nama

Abdul Rahman, Aser dan sinar ehm. selanjutnya Para Teradu beralasarr tidak

mengetahui terkait adarrya nama Indraswari yang bertandatangan dalam dokumen

Daft.ar pemilih Hasil perb'aikan pada BA Nomor 06/BA/PPS/DS.LHD lKll20l8 tanggal

11 Nopember 201g. para Teradu tidak pernah menetapkan Indraswari sebagai Anggota

pps Desa Lembah Hada sebagaimana sK Nomor 13/HK-03- 1-Kptl7606lKpu-

Kabl|11/2ols.TerungkapfaktalndraswarimerupakanStaffsekretariat-PPSLembah
Hada yang bertindak diluar kontrol dan sepengetahuan Para Teradu' DKPP menilai

Para Teradu telah melakukan penetapan dan pengangkatan Anggota PPS Desa Lebah

Hada sesuai prosedur, mengalgkat Anggota PPS sesuai evaluasi kinerja dalam SK

Nomor2l/HK-03.1-Kpt/7600/xpu.rab/tttl2o|gtanggalTMaret20iguntukPemilu
tahun20lg.DengandemikiandaliladuanPengadutidakterbuktidanjawabanPara.
Teradu meyakinkan DKPP; y
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[4.3.4] Da1il Para Teradu menerbitkan SK pengangtatan Anggota PPK tida] sesuar

mekanisme karena ""o.,Irg 
Anggota PPK juga ditetapkan sebagai Anggota PPS,

terungkap fakta pada t,ogi"l 2 Januari 2019 Para Teradu menerbitkan SK Nomor

02lHl.oa.1-kpt/t606lKp;iablll2olg tentang Penetapan dan Pengang!<atan Ansgota

PPK Se-Kabupaten Mamuju tengi untuk Pemilu Tahun 2019' Dalam SK a quo Armatr

Baharudin ditetapkan sebagai Lggota PPK Kecamatan Pangale ' Pada tanggal yang

samaParaTeradu.luga"menerbitkanSKnomoro3/HK-03-1.Kptl76o6lKptl-
Kab /ll2Ol9 tentang r".r"i"p., a'rr Pengangkatan Anggota PPS se Kabupaten Mamuju

Tengah untuk Pemilu Tahun 2019' Dalam persidangan terungkap adanya perbedaan

antara SK Nomor 03/ HK-os_ t _xpt/ zoo6l Kpu-Kab/I/2o19 yang dilampirkan sebagai

bukti pengadu dengan sK Nomor 03/HK-03-1-Kpt/7606/Kpu-Kabltl20l9 milik Para

Teradu. Dalam bul'rti Pengadu, SK penetapan Anggota PPS Desa Sartanamaju masih

tercantum nama Arman 
-guhtr.traait" sedangkal dalam alat bukti Para Teradu SK

penetapan Anggota PPS Desa Sartalamaju tercantum atas nama Emi Surijar' Purwadi

dan Agustinus. Erni Surijar menggantikan fumar Baharuddin karena telah terpilih

sebagai Anggota PPK Kec'amatan F"t'g'l"' Terungkap fakta sebelumnya telah terjadi

kesalahan penyantuman nama Arman Baharuddin dalam sK penetapan Anggota PPS

NamunkesalahantersebuttelahdiperbaikiolehParaTeradu'Halinidikuatkandengan
buktiDokumenDaftarNominatifPembayararrUangHonorariumPPSDesaSartamaju
Kecamatan Pangale Bulal Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretariat PPS Desa

Sartamaju, dimLa tidak terdapat Arman Baharuddin dalam daftar penerima uang

honorarium, tetapi suda-h digantikaa dengan Erni Surijar' DKPP menilai alasan Para

Teradu dapat dibenarkan i'enurut hukum dan etika' Akan tetapi DKPP perlu

mengingatkan Para Teradu untuk lebih teliti dalam menlrusun lampiran SK

Pengangkatan dan Penetapan Anggota PPS' Hal itu penting demi menjamin 
-kepastian

hukum tindakan Pa:a Teradu seUagai Penyelenggara Pemilu Dengan demikian da-lil

aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP'

t4.41 Menimbang da-iil

mempertimbangkan.

Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk

V. KIS}IMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang temngkap dalam persidangan sebagaimana

diuraikan di atas, setelah memeriksa keteraagan Pengadu, tlemeriksa jawabarr dan

keterangan Para Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para

Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan

Pengadu;

[5.2J Pengadu memiliki kedudukan hukum (tegat standing/ untuk mengajukan

pengaduan a quo;

iS.s] t"t.a., 
- I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak terbukti

melakukan pelanggaraa Kode Etjk dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSI{AN

Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhtya;
Merehabilitasi nama baik Teradu I Suryadi Rahmat selaku Ketua melangkap

Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Teradu II Nasrul' Teradu IIl Sampe

Amiruddin,TeradulVJasmuddindanTeraduVGaluhPrihandinimaslng.masing
selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Ba-rat untuk

melaksanakanputusaninipalinglamaT(tujuh)harisejakdibacakan;darr>}

1

2

3
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4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi
pelaksanaal Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selal<u Ketua merangkap Anggota;

Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati, dan Rahmat Bagja masing-

masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober ta-hun Dua

Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum
pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas

oleh Alfrtra Sa1am, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati, masing-masing sebagai

Anggota.

ANGGOTA

Ttd
Allltra Salam

Ttd
Muhammad

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusal ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan
yang sama bunyinya.

PERSIDANGAN

slr
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